BUPAT] KATINGAN
PROVINET KEALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4B TAHUN 2024

TENTANCG

PETUNJUE PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KATINGAN,

Menimbang : o bahwa dalem rangka tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum terhadap pelaksanmen penyelenggarian
don pemungutan Pajak Reldame;

b bahwo umiuk meliksanakon ketentunn Pasal 26, Pasal
27, Pasal 28, Pusal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajnk
Dacrah dan Retribusl Deermb, dipandang perlu mengatur

petunjuk pelaksunaannyn;

¢. bahwa  berdasarkan  portimbangon  sebagnimans
dimaksud huraf a dan hurgl b, perlu menetaplan
Pernturan  Bupsti  tentsng  Petunjuk  Pefnksanasn
Penyelenggaraan  dan  Pemungutan  Pajak  Reldame
Kabupaten Knbingan;

Mengingat : 1. Undeng-Undang Nomor 5 Tehun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyun,
Kabupaten Suknmara, Ksbupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupalen
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilaynh
Provina: Knlimontan Tengah (Lemberan Negara Republik
Inclonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 4180;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemnbentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Megara Republik Indonesis Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembarnn Megars Republik Indonesia Nomor
5234 sebagaimana iclah bebernpa kal diubah termbhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan I’nw
Undangan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 6801];
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. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerinth Deaerah (Lembaras Negara Republik Indonesia
Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarsn Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebaguimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2023 Tentong Penctapan Pernturan
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Ciptn Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negarn Republik [ndonesia Nomar 6856);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan

Eeuangnn antars Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
[ndonema Namor 6757];

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retnibusi Daernh
[Lembaran Negirs Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
B5, Tambahan Lembarmn MNegara Republik Indonesia
Nomor GEH]);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomer 1 Tehun
2022 tentang Pembentukan dan Susunsn Peranglat
Dnerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Twhun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor T

. Peraturan Dmerah Kabupaten Katingan Nomor | Tahun

024 tentang Pajak Dacrsh dan Retribusi Daersh
fLembaran Dueerah Ksbupsten Katingan Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Katingan Nomor 1);

. Pernturun Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan TDwmerah Kabupaten
Katingan {Berita Daersh Kabupaten Katingan Tahun 2022
Nomeor 634,

MEMUTUSEAN

PERATURAN BUPAT! TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGUARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

KABUPATEN EATINGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMLIM
Pasal |

Dalam Peraturan Dasrah ind yang dimaksod dengan

|. Daerah sdalsh Kabupaten Katingan.

2. Kepaln Dagrah, vang selanjutnys disebut Bupail adalah Bupati Katingan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemeriniah Knbupaien Katingan.

[al



10,

1L

12,

13,

1%,

15,

16

19.

<&

Perangkat Dacrab adelah unsur pembaniu Bupat dan Dewan Perwakilan
Rakyai Daerah dalam p-m:l'l:lu'ﬁ:nm urusan pemerintezhan yang

Badan Perwdapatan Daerah, ymg selanjutnya disebut Bapends adalah
Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Katingan,

Kepaln Bapenda, vang selanjutnya discbul Kepals Badan adalah Kepals
Badan Pendapatan Drerah Kabupaten Ratingnn.

Pejabat vang dilunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidung Perpajakin Dacrah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
g mmparn.

Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnyn disingknt UPTB adalnh
Unit Pelaksana Teknis Badnn Pendapatan Dacrah Kabupaten Katingen,
Dinas Penanuman Modal dun Pelaynnan Terpadu Samu Pintu, yang
selanjutnya disinglat DOPMPTSP sdalah Dines Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinti Kabupaten Katingan.

Dinas Pekerjean Umum dan Penataan Runng, vang selanjutnye disinglot
DPUPR udalah Dinas Pekerjnon Umum dan Penataen Ruang Kabupaten
Eatingan.

Satuan Polisi Pamong Prajs, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Perangkni Daernh sehagas unsur pelnksans penyelonggars ketertiban
umiim, ketenteramon masyamkal dan pelindungan masyaraksl serti
penegnk peraturan dasreh dan peraturan kepala daemh.

Polisi Pamong Prage adalah angeots Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
aparat Pemonntnh Daerab dalem penegakan peraturan desreh dan
penyelenggarann keterbiban wmiim.

Kaa Daerah adalah Kas Umum Doerah Kabupaten Kaoingan atan Badan
yang dmerihi wewenang dan fnnggung jl'l.'lb sebhogm Pemegang Kas
Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang dacrah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung selurch penerimaan Caersh
dan membayar seluruh pengeluaran Ducrah.

Bentahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan
Pendapatan Dacrah Kabupaten Katingan yang ditunjul untulk menerima
den mencatnt pembayaran pajak yang disetor obeh wajib pajak stau
penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Dacrah,

Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut Pajak sdelah kontribusi wajib
leepada Duerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memakss terhadup Undang-Undang dengan tidak mendapal imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Dasrah bagl sebesar-
besarmya kemalkamuran rakyoL

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenikan atas penyelenggaman
reilame.

. Reldeme ndalah benda, alat, perbuatan stay medis yang bentuk dan

ook rapamnya dirancang untuk tujuan komersidl memperkenaloan,
menganjurkan, mempromoaikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, omng ateu badan, yang dapal dilibat, dibecs,
didengar, dirmsakan, den/oatau dinlkmati oleh vmum.

. Bongunan Reklame adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletakkan secaru tetnp podn tanah berikul segila instalasi terkait yang
dimanfantkon untuk menyelenggarakan Reklame.
Reklame Papan/Papan Merek/Papan Nama/Neen Sign/Neon Box/Tin
Mate, ndalah rekdame yang diselonggarakan dengan menggunakan bahan
aluminium, kaca, fiber, cal dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis
dan dipasang pada tempat yang telah disediakan,
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Reldame Megutron Videotron  adalah reklame vang diselenggnrakan

'd.‘nw menggunakan bahan soft screen [CRT), LCD dan sejenisive

dipasungkan pada tempat vang disedinknn dengan merngEnakan

teknologh multimedia.

Reklume Billboard adalah rekdame yang diselenggarukan dengan

mﬁﬁguunhn bahan m;yumﬁw besi dan/ateu bahan lain

sejerdsnya dengan memakal tang & mtay tan

is , I berdint nondini, B PEMYRAERN yang

Reklame Knin adalah  reklame yang disclenggarakan  dengan

menggunukan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.

Reldame Melekat/Sttker adalah reklame berbentuk lembaran lepas yang

diternpelkan atsu dipassang pada benda lain yang ketentuan lussnya

tidale lebih dar 200 cm? perlembar.

Reklame Sclebaran adalah reldame yang disclenggarakan dengan cara

diseharkan, diberikan ataa dapat diminta dengan keteniuan tidak untuk

ditermpelkan ataw ditempatkan pada kendarnan bermotor.

Reklame Beralan, termasuk  pads  kendarsan  adalah  reklame

dischenggurakin  dengan  carn  ditempelian  slau  ditempatkan  di

kendarmnn bermolar

Rekinme Udara adalsh reldame yang disclenggneokan di udara dengmn

menggunilun media balon gas.

Rekimme Apung adalah reldame vang diselenggarakan di atas air dengsn
medis balan atau media lnin yang sejenis

Reklume Film/Shde sdalah rekiome yoang diselengarmban dengan cars

mengpunakan slide berups kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis

engan i, sebagni alat untuk diproyeksikan den/atsu dipergunabkomn

padn laynr Alm ) shide,

Reklume Perngoan sdalsh reklame yang diselenggarakan dengan cara

memperngakan sustu barang dengan atau tanpa disertal sunra,

Reklnme Runming Text sdalah reklome yang diselenggarakan dengan

mengpunakun media elektronik yang menumpillon tulisan berjalsn,

lidan Komersil adalah segals bentuk iklan yang pada dasarmya memiliki

fungsi untuk mendukung suatu knmpanye sebush pemasaran produk

maupun jasa yang ditnwarkan dengen lujusn mencari keuntungan

dengun jalan memperkenaikan, menganjurkan, mempromosikan atau

untuk menank perhatian umum techadap barang, jasa orang atau badan

vang dapat ditthat, dibeca, didengur, dirssakon dan/stso dinikmatl

umum.

Nilni Sewn Reldame, yang sclanjutnya disinglst NSE adalah nilai satuan

yang menjadi dasar pengenann pajak yang diperoleh dengan  car

mennmbahinn NJOP dengan NSL.

Nilai Strategis Lokast, yvang selanjutnys disingkat NSL, adalsh ukuran

nilai yang ditetnplan pada titik [okasi pemasangan rekdame berdasarkun

lriterin kepadatan  pemanfuutan tata ruang untuk berbagal wspek

kegiutan,

Obpek Pajak Rekiame adalah semua penyelenggarann rekiame.

Bubjek Pajak Rekdome adalah orang peibadi ateu Badan yang

menggunskan rekdame.

Wajib Pajek Reklame adolah orang pribadi stau Badan yang

menyelenggarakan rekbame,

. Penanggung Pnjak adalah omng pribadi atau Badan yang bertanggung

Jawah atas pembayaran pajak reklume, termasuk yang menjalankan hak
dan memenihi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perafuron
perpajikan Daernh,
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Penyelenggara Reklame adalah pervrangan otou baden hubom
menyelenggarakan reklame baik untuk atas namonya sendif atag HH
din utas nama pihok lin yang menjadi tanggungennya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melaikukan usaha maupun yong tidak melakukan
usaha yang melipull Perscroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan loinnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usahas
Milik Dwerah (BUMD| dengun nams dan dalam bentuk spapun, frma,
kongsl, koperaal, dana pensiun, perschutuan, perkumpulan, yayesan,
orgunisinl masss, organians] sosial polidk, amu orgenisasi lainmya,
lembage dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap,

Masa Pajak edalah jongke wakiu | [saty) bulan knlender atau jangha
waktu lain vang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tigs)
bulan kalender, vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, don melaporken pajek yang teratang,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanys | {satu} tshun kalender,
kecisali bila Wapbh Pajok mengiunakan tabun buku vang tidek sama
dengan whun kalender,

Pejak Yang Terutang adalah pajok vang harus dibayar pads sostu saal,
dalam mansa pejak, dalam tehun pajek, atan dalam bagian tehun pajak
sesunl dengan ketentuan permturan perundueng undangsn perpajalon
daerah.

Pemunguisn  Pajak adalah  sustu  rengkaian  kegiatan  mulal  dan
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnys pajak
yang terutang sampai kegintan penagihnn pajek kepade Wajib Pajak serta
PENGRWASAI PEnyeinTRINYA.

Penagihan Pajak adaleh serangknian undakan agar Wajib Fajak atau
penanggung pajak melunasi utang pajek dan biaya penagihan pajak
dengan menegur atni memperingatknn, melaksannkan i
seketibe dun sekaligus, memberituhukan surat paksa, mengusuikan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan
serta menjual barany veng telah disita.

Penelitiun adalah serangkaion kegiatan yang dilakukan untuk menila
kelengiorpan pengisian Sural Pemberitabisan Pajak Dacrah dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan

penghitungannya.
Nomor Pokok Wajib Pelak Deerah, vang selanjutnya disingleat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak scbagal sarana dalam
ini perpajakan deerah yeng dipergunakan  sebagal  tanda
pengenal dirl atmu identitas Wajib Pajak dun usaha Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dun memenuhi kewajiban perpajakan daerah,
Surst Pemberitahuan Pajak Decrah, yang sclanfutoye disinglat SPTPD
adalah surat vang aleh Wailb Pajak digunaken unfuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan fatau bukan
ohiek pajuk dan/etau harts dan Im.'aj{hg pesual dengan Eetentiian
peraturan perundang-uncangan jalmn deerah.
Surat Setoran Pajak Dasrih, ;qmudmjum diglmgrlent S8PD adalah
bukti pembayamn atau penyetoran pajak yang telsh dilakukan dengan
menggunakan formulic atau telah dilaluban dengan cara lain ke Kas
Dagrah melatui tempat pembaysran yang ditonjuk oleh Bupat]
Surnt Ketetaparn Pujak Duerah, yang selanjutnys disingkat SKPD adalah
surut ketetopan pajuk yang menentukan besarmya jumlah pokok pajak
yang Lerutang.
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SKPOKE mdalah surat ketetopan pajek yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak; jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksl administratil, dan jumlah
péijak yang masih harus dibayar.

Surnl Ketetupan Pajak Daerah Rurang Bayar Tambshan, yang
selanjutnya disingkat SKPDEBT adalah surat lketctspan pajak yang
menenbikan tambahan afas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daernh Lehih Bayar, yang selanjutnyn disingkat
SEPDLE  odalab sural  ketetapan pajak vang meseniukin  jumlah
kelebihan pembuyurun pajuk karena jumlsh kredit pajak lebilh begar
daripads pajak vang terutang stau seharusnya tidak terutang.

Burat Ketetapan Pojak Daernh Nihil, vang selanjutnym disinglar SKPDN
adalah sumt ketetopan pajak yang menentukon jumlsh pokok poajak
samn besarnya dengan jumiah kredit pajak stoy pejak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajal.

Surat Tagihan Pajek Daerah, yang selanjutnyn disingiat STPD adalal
surat untuk melnkukan togihan pajak don/atau sanksi administratil
berupa bungn dan/stau denda.

Surat Pakss sdalsh surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
hesalahan  tulis, kesalahon  hitung, dan/atau  kekeliruan - dalam
penerapen ketenfuan tertentu dalam peraturan perundang-undangin
perpajaian deerah vang terdapal dalam Surst Pembertshuan Pajak
Terutang, Surnt Ketetapan Pajak Doerah, Surat Ketetapan Pajak Daseah
Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayor Tambahan,
Surmt Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daersh, Surnt Keputusan Pembetulan atau
Burat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberntan adalah murat keputusan oiss keberatan
terhuclip Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetnpan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Doermh Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Deermh Kurang Bayar Tambehan, Surat Keirtapan Pajak Daerih
Nihil, Sumat Ketetupan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atsu terhodap
pemotongan stsu pemuniian pihak letigs yang dijulan oleh wajib pajil.

. Tandn Bukti Pembaynran, yang selanjutnya dmingkat TBP adalak bukt

pembayerun atwe penyetorsn  pajak yang ielah dilakulan  dengan
N formulir atsu ielnh  dilaleokan demgan carn loin ke
Benduhara Penerima Bapends

Bembukuan adalsh sustu proses pencatatan yang dilalakan seciri
terater untuk mengumpulkan data den informasi keunngen yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan don bisyn, serta jumlah
hirga perolehan dan penyernhan barong atau jase, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berups neruca dan laporan rug laba untuk
periode Tahun Pujak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkadan kegiatan menghimpun dan mengolah
data, ketecungun dan/atau buktl yang dilaksanakan secars pbgekti dan
profesional berdasarkan suaty standar pemctiksasn untuk menguii
keepatuhan pemenubsn kewsjiban perpajaian dacrah dan/ntou untuk
tujuan lain  dalam rangka melksanakan  ketentuan - peraturan
perundang-undangan perpajiakan dacrih.

Pemeriksann Lapangan adilal pemeriksaan yang dilaloakan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usahs atau pekerjann bebas, tempat tinzgal
Wajfib Pujak, atau tempat laln yang ditentulan oleh Perangiat Daerah.
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Pemeriksa Pejak adalah Pegawni Negerd Sipil di Lingkungan Pemesintah
Daerah atau tenags ahli yang ditunjuk Bupati yang diberl tugns,
wewenang, dan mnmtmg jawab untuk melaksanaken pemeriksaan di
bidang perpajakan daerah

.meﬂhuundukpdmudlhmughrpnphn Daeruh  adalah

serangkaian tindalan vang dilaluban oleh penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukt yang dengan buktl Htu membuat terang tindak
pidana di bidang Perpsjakan Deerah yung terjadi serita menemukan
tersan ghoanya.

Laporan Penvidikan adalah laporan tentang hasil penyidikan yang
mmmmnll:hpﬂnﬂ‘ﬂmﬂmmd ringkag, dan jelan serta sesund
dengan ruang bingloup don tujuan penyidilan.

Handing adalah upaya hukum yang dapat dilakuken oleh Wegib Pujak
atuu Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding berdasarkan  ketentupn  perabursn  perundang-undangan
perpajakan yong berlak,

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
rerhadep Surat Kepotusan Keberotan vang dinjukan obeh wajib pajok.
Kahar (force moeurs] adalab sustu keadann yung terjadi di luar
kehendak atnu kekuasan Wajib Pojak vang mengalabatkan wajib pajak
tidak dapal melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhmyn atou
sthaginn, atey tidak bepat wakiu,

Hari adalah hari kalender.

Persetujusn Bongunan Gedung, yang selanjutnys disinghat PBG adalah
perizinan yang diberikan untuk membangun konstruksi Reklame sesuai
dengan persyaratan sdministratif dan persyaratan teknis yang berlalo,
Serani dan Prasamno Kaota adalah bepan dar ruang koin vang dimiliki
i, wtma chkuass: oleh daerah yang peminfaatannys uniuk kepentingan
urmuin seswsl dengan peruntukan yang ditetaphan dalam rencana loots.
Keterangan Rencann Kotn, yang sclanjutnyn disingkat KRK adalab
informasi tentang persyaratan (ntn bengunen den [inghungen yang
dibertakulkan okeh Pemerintsh Dacrah pada lokass tertenitu

Persetujuen Kesesunan Kegmlan Pemanfaston Ruang, yang sclanjutnym
PEEPR adalah dokumen yang menyalakan kesesualan eniara rencana
kegiatan pemanfmatan rusng dengan Rencana Tata Ruang (RTR) sclain
Rencana Detl] Tats Funng

Sistern Informuasi  Manajemen  Bangunan OGedung, yang selanjutiys
disinghat SIMBG adalah Sistern imformasi terintegrasi yung digunakasn
untuk penerhitan PBG, penerbitan SLF dan Sistem pencataan bangunan
Credung,

Tim Reklame adelah instanst weknis di lngkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan yang melakiukan pemeriksain, pengawasan dan penertiban atas
penyelenggaraan Reklame.

kzin Masn Teyang Reklame, yung selanjutnys disingkal IMTR adalah
persetujuan vong diberilan untuk mennyangkan media atiu konten
Rekinme sesunt dengan sanghn wakiu vang diletsphen.

Konten Reklame odalah gambar, wamna, logo dan atau tulisan yang
momust informasi barang dan/ atau jasa.

Median Jalan pdalah suatia pemisab fisik jabur laha lintes yang berfungs:
untuk menghilangkan konfiik laly lintas dar arsh yang berlawanan,
schingga pada gilirannya akan meningkatksn keselamatan lalu lintas.
Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atuu konten reldame yang
memint informas PBG dan atau IMTE.
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BAR I
OBJEK, SUBJEK DAN WAJTB PAJAK
Pasal 2

Objek pajak adalah semun penyvelenggaraan relklame,

Objek pajuk sebagnimang dimaksud padn ayat (1] mebiput

Rekiame Papan/Billboard | Videostron /Megatron;

Reklnme Kain;

Fekinme Melekat fStiker;

Reklame Selebaran;

Rellame Berjnlan, termasuk pada kendaraan;

Reklnme Udara;

Rekiame Apung

Reklame Film/Slde; dan

Reklame Peragaan.

'hng dikecualikan d,nn obyck Pajak Reklame scbegaimans dimaksad

pldn aynt (1), adalah :
. Penyelenggaraan reklame melal nternet, televis, mdio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b, Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya luinnya;

¢, Nama pengenal wsahs atau profesl yang dipasang mebekat pada
bangunan dan/atan di dalam area tempat usaha stau profesi vang
jenis, weuran, bentuk, dan bahan reklamenya diselenggarakan sesual
dengan ketentuan yeng mengaiur nama pengenol weahs atay profesi
tersebut dengan tidak melebihl ukumn panjang 2 {dua) meter dan
lebar | {satu) meter,

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pussf, Pemerintah
Provingl Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan

e, Rekinme yang diselengparakan dalam ranghka Kegiatan politik; sosial
dan keagumaan yang tidek disertal dengan fklan kemersial;

Pusal 3

Subjek Prjak Relkdame adalah omang pribed atag Badan  yang
mkan relklame.

Wajih Pajak Reklame adalah orang pribedi awmo  Badan yang

menyelenggarakan reklame,

Duilam hal Reklame diselenggaraskan sendin secars langsung ol=h orang

pribadi atau Badan, maks Wajib Pajak Reklame adalah erang pribadi

atnu Badan wersebut.

Dalam hul Peklame disslenggarakan melalul pthak ketiga, maka pibak

ketige tersebut menjadi Wajib Pajak Reklams
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BAB Il
PERIZINAN DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesafu
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 4

Setinp penvelenggaraan reilame harus mendapatkan fin dan Bupat
melnlul Dings Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

frnt



(4] Penyelenggaraan rekdiame melabul sarana, prasarans pemerintah meupun
yang beradn di luar sarana/prasarans pemerintah dilakukan dengan
mengafukan permohonan secara elelimonik.

(3} Permohonan Rekomendasi  Penvelenggarman  Reldame  sehogaimane
dimaksud syat {2} dilakukan secam mandid oleh pemohon dengan
menguplond persvaratan dengan formal PDF scbagai berilout:

a. Sean KTP/ldentitas asli pemahon;,

b, Scan NPWP asli pemohan;

e, Nomsr Induk Berusaha (NIB) disesusikun permahonan Nonberusahe
[berudn di Sarpras Pemerintah),

d. Konsep final mater reidame berupa rancangan naskah reklame sisu
gambar reklame stau naskah dan gambar reldame;

e, Uambar stuasi lokasi yang memuat titik koordinat lokasi reldame
dalam bentuk geometri dats (peint) polygon] dalam satusn DMS
mmmmhmﬂum&mmmmnuhmmngm

L

{ Dokumen PBG (Persctujuan Bangunan Gedung bagi reklame papan
jenin billboard, baliho, neon box, multivision atsupur megatron yang
dibangun memalni konstrukos yung didirkan di luar samna )/ prasarana
milik Permerintah Dasrab;

g Dokumen PBG ([Persetujusn Bangunan Gedung) harus dilenghapl
dengan dokumen PHKPR, baik untuk yang penilalan nonberusihi
meupun tanpa perilaian (konfirmasi);

h. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame dan Satuan Pelisi Pamang
Praja dan Pemadam Kebakaran;

i, Scan Pernymninan Kesanggupan menanggung segala kerugian yang
timbu] sehagai akibat penyelenggaraan rekinme; dan

j. Melampirkan Surat Pernyataan Kessnggupan untuk membonglmr
sendiri  reklame  yang  wlnh  melewati  jangka  wakiu masa
penyekcnggaraannys.

(4) Untuk memperolel gnmbar mituss: btk reidame sebagaimana dimaisud
wyat (3} buruf ¢, dilakukan dengan cara mengajulein permohonan secira
ertulis ke Dinas Pekerjann Umum dan Penataon Ruang dengan
melampirksan:

4. Pemohon mengajukan permohonan;

, Fotokopi KTP/identitas pemohon;

Fatokopi Lein Usaha (NIBj;

Petn Iokasi lahan yang dimobon [Koordinat lokasi berupa SHP dalam

bentuk (poirt/ polygon] dalam satuan DMS (Degree Mirte Sevand);

Sketea ttik lokasi penyelenggaraan reklame;

Desain dan typology reklame,

Foto terbury rencans lokasi penempatan reklnme ukuran 4 B

Cambaor Konstruks! Reldame; dan
i, Shapefile (shp) Koordinat titik loknsi,

(5/ Tota cars dan persyursian pengajunn Persctujuan Bengunon Gedung
(PBG) sehagnimana  dimaksud syat |9) huraf g dilnkuksn etcam
elektronik, sewusl dengan kelentuan Persturan Perundung-Undangan
yang berloku.

(6] Reldame yang menggunaken lampu pencrangan harus memenihi ayarat
teknis yang berlakog

(7] Format comtoh Sural Pernysfsan Kesanggupan Menanggung Kerugian,
Sural Pernyatoan  Kesanggupan Membongknr Bendii dan  Surat
Permohonan Gambar Situasi Thik Reklame tercantum pada Lampiran 1
sampai dengan Lampiran 111 yang merupikan bagian kesatuan yang tdnk
terpisahien dori Peraturan Bupati inl.

Jonk
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Bagian Kedua
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
Passl 5

Penyelengparaan reklame disarana/prasarana  pemerintah  dilaloukan

denigan melakukan Pendsftaran dan mengojulkan permohonen secara

tertulia ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Setu Pintg
untuk diproses secar elektronik.

Permohonah penyelenggimman reklame di sarana/prasarana pemenntah

akan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaotingan

secara elektronik untuk dilaksanaksn pengecckan dan pengawasan di

lnpangan serta penerbitan Surat Rekomendasd Penvelenggaraan Rekiame.

Permohonan Rekoméndasi  Penyelenggaruan  Reklame  sebagnimana

dimaksud ayat (2} dengan melampiriun :

i Ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelovanon Terpadu
Batu Pintu;

b. Konsep final moter] reklome berups rincangan noskoh rekdame otmg
gambar reldarme alau naskah dan gambar reklame;

g, Goambar situssi itk reklame untuk reklame papan ukuran sedang
dan besar;

d. Fotokopt fjin Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) dari Dinas
Pekernaan Umum den Penatmin Huang bagl rekiome papan jemis
miboard, baliho, mweon box, multivision sthupun megatron yang
dibangun dengan konstruksi permanen dengan luss minimal 4 m?
yang didirikan diluar saranna/ prasarnna milik Pemerintah Daernh;

e. Melampirkan Surat Pernyatoan Kesanggupon menanggung segala
kerugian vang timbul schagai akibat penyelenggaran reldame;

[ Meclampirkan Surat Pernyataan Kesanggupon untuk membonghar
sendii. moidame yang  telah  melewatl  jangks  wakin  mase
penyelenggernannys; dan

g Melampirkan bukti lunas Ketetapan Pajak Reklame yang scbelumnya
jika mengajulean perpanjangan masa penyelenggarnan reklame,

Untuk memperoleh gamber aituass ttik reldnme sebagaimana dimalksud

ayat {4) huruf d, dilakukan dengan cars mengajukan permohonan secam

tertulis ke Dinas Pekegfman Umum den Penstaan Ruang . dengan
melampirien -

a. Fotwkopi KTP/ldentitas pemohon dengan menunjukan aslinys;

b, Sketsa titik lokasi penyelenggaman rekinme,

¢. Desain dun typalogy reklame;

d. Poto terbary rencans lokasl penempatan reklame vkuran 4 B, dan

e. Gambar Konstruksi Reklame.

Tubu carn dun persyaratan pengajuan Persctujuan Pembangunen Gedung

(PBO) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimans

dimaksud aynt (4] bhurol d, sesusl dengan ketentuan  peraturan

g-undungan yang berlaku

ﬁrmmkmmg menggunakan lampu peperangan horoas memenuhi symrat

ieknis vang berlaku.

Pasal &
Setiap periyeléenggaraan Reklame yang memakal konstruksi  wajib

mempercleh PBOG.
Setiap penyelenggara Reklame wajib memperoleh IMTR.

JY
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{3 Untuk memperoleh PBG sebaguimana dimaksud pada avat (1), setiap

penyelengginn Reklame harts mengajubkan permohonan kepada Bupati
Katingan melahi Dinas Prkerioan Umum dan Penata Ruang dengan
persyaratin sebagal berikut ;
i ldentitng dir;
b. Bulti kepemilikan lahan (tanah, dengan ketentuan sebagai berikut -
L. Jika di lnhan Pemerinmh atou Pemerintah Dacrah dilengkapi
dengan Rekomendasi Pemanfaatan Prassrana Kota dar instansi

terkait;

2. Jika di lahan badan usaha milik negara/dacrah dilengkapi dengan
wurat perjanfian penempatan papan Reldame;

3. Jiks di lshan milik pribadl dilenghapl dengan buktl kepemilikan
lahan (fotokopi sertfilot hak milik/akta waris/akta hibah/aka
jual beli); dan

4. Jika di lahnn/bangunan sewn/ pinjam pakai dilengkapi perjanjfian
sewn menyewa/pinjam pakai lahan/bangunan, dengan  surat
pemyataan bermatermi cukup dari pemilik lahan/ bangunan serta
identitas permlik fanakh.

¢. KRK yang dikeluarkan DPUPR jila konstriksi Rekdame berdin di luar

Sarina dan Prasarans Kabupaten yung dikeluarkan DPUPR;

d. Rekomendasl Reklame vang dikeluarian DPUPR sesuai rekomendasi
Tim Reklame Jika konstruks: Reklame berdici di dalam Sarina dan
Prasarina Kabupater,

Surat Jounss dalam hal pengunoean dikussakonn;

Akta pendiran perusshasn dan keputusean pengesaban bagl Dadan;

g Surat pernyataan bermateral cukup yang berisi |

1. Kespdinan mematubl seluruh kelentuan penyelenpgarn
Heklame,

2. Kesediaan bertanggung jawsh aiss seluruh Rerugian  yang
ditimbulkan akibat dalam hal teradi kecelakaan akibat robohnya
Reklame.

bh. Sumt perjanjian sews wnah staw bangunan dengan pemilik tanah
atoy bengunan atay yang menguasal mnah dan/atsn bEangunan
delam hal titik lokasi rencana penempatan Reklame tidak berada
para tanah Pemerintah Deersh; dien

i Gambar lokast/peta situssl di kertas ukuran A4 yang menjelaskan
titik Feklame dengan skain 101000,

Pasal 7

™

Penyelenggaraan Reldame pada sarana)prassrane milik pemerintoh harus
mengiinan ketentuan sehagai berikut.

Rekdame yang dapat dipasang pada trotoarbahu jalan adaloh reklame

papan penis midi billboard, billboard, megatron, videstron, dynamic waoil,

baliho, nean sgn/neon box dan rekdame kadn dengan ketentuan:

n. Hetinggian ruang bebes minimal 3 m untuk ukuran reklame sedang
dan 5,50 m untok wkuran reklame besar;, din

b. Kedalaman fondasi untuk ulouran rekdome sedeng paling sedikit 1,5
m, dan ukuran reklame besar paling sediot 3 m.

¢. Dipasang dalam posisi vertibal,

d. Media reklame paling luas 50 m® untik sotu sisi dan loas medss

terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang adas;

Media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

Janik penempatan antar reklame besar paking dekat 150 m;

g Jarak penempatan antar reklame sedang paling deloat 40 m;

=
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h. Jarak penempatan antar reklame necn sign/neon box kelompok

 paling dekat 5 m;

L :m reklame neon sign/ neon bax kelompole pating hues 4 m* untuk

LS 8IS

} Jarsk semua jeris reklame dengan Alat Pemberi lsyarat Lubu Lintas
[APIL) paling dekat 5 m; dan

k. Jorak antar rekdame dmin jumbul-umbul dan/atau vertikal banner)
paling dekat 4 m.

2, Reklume yang dapat dipasang pada median jalan adalah reklame papan
jenin midi billboard, billboard, megatren, videotron, dynamic wall, baliko,
neon sign) neon box dengan ketentuan:

a. Ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m;

b, Kedalaman jondasi untuk ukumn reklume besar paling sedikit 3 m;

¢. Dipasang dalam posisi vertikal;

d, Medin reldome paling luas 50 m" untuk satu sial dan Juss media
terpasang tidak boleh lebih kecil dan konstruksi yang ada;

e. «arak penempatan antar relkdame besar paling dekat 150 m;

{ Jarik penempatan antar reklume sedang paling dekat 40 m;

g Jarak penempatan antar reklame neon sgn/neon box kelompok
paling dekat 5 m;

k. Medin rellame neon paling huns 8 m® untuk dus sisi;

i, Jamk pepermpatan antar rekdame neon sgny neon box paling delat 15 m;

b Jarsk semua jenis reklame dengan Alat Pemberi [syoarat Laly Lintas

[APIL) paling dekat 15 m;

Jarak antar reklame kain [umbul-umbul denfateu vertiesl banner)

paling dekat 4 m.

3. Reklame yang dapal dipasang pada shelter/halte bus adalah reklame
papan jenis midi hillboard, billbosrd, megatron, wideotron, dynamic wall,
baliho, neon sign/neon bor dengan kedentuan:

u. Dipasang paling tingg 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggs;

b. Konstruksi menempel pacla bangunsn dan/stau di atas bangunan;

e, Media reklnme tidak diperkenanisn menjomb ke badan jalan;

d. Media reklame tidak diperkenanken menutupi scluruh  bagian
bangunan; dan

e. Media reklame tidak diperkenankan memotong guris bangunan.

4. Reldame yong dapet dipasang peda Pos Jage Polisi/Pos Pengawas dan
Gapury adalah rekdame papan jenis billbowrd, neon sign/neon box,
multivision dengan konstruksi menempel bangunan dengan ukuran
untuk satu sisi maksimal 3 m? dan tdak melebihl gars bangunan serts
menghilanghan eatetika bangunan. )

5  Heklome yung dapat dipasang pada Oelanggang Olah Rags, Terminal,
Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburun adalah reklume papan jenis
billboard, baliho, neon bor, megatron, kain, melekat/stiker, poster,
rekinme udarn, reklame suars, rekdume slide/fiim dan reklame peragaan,

.  Reklame yang dapat dipasang pads lampu penerangan jalan sdalah
reldame papan fenis nean box dengan ukurun paling luss 2 of serta
dipasang vertikal,

»

Pasal 8

Penyclenggaraan Rekdame di luar samno/ prasamina milik pemerintah harus

mengikuti ketentuan sebagoi berilout :

1. Penempatan reklame di huar sarana/prasarana pemerintah dilakokon
dengan mengajulmn mn penyclenggaraan reldame;

[
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Jenis rekdame yang dapat dipssang sdalah reklame papan j midi
hillboard, billbeard, megatron, videotron, dynamic wall, neon T;l,n'nnnn
box, reklame kain jenis spanduk, wmbulumbul, balihe, reklame
selebaran, reklnme melekat, reklame suara, reklame film/slide, rekdiame
udara, reklame peragaan, rekdame apung;

Media reklame tidak boleh melebthi garis sempacen jalan atau batas
pagar halaman bangunan;

Relclame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh menghilangkan
estettkn bangunan dan gans bangunan;

Konntruksi rekinme tidak boleh menembus atep gedung/ bangunan:
Reklame yang dipasang di atan bangunan, ketinggiannya tidak boleh
melebthi batas ketinggion bangunan yang sudah ditentukan dan media
reklame tidak boleh melcbihi gans bangunan;

Lisas keschuruhan medin reklame vang terpasang tdak boleh melehibi
6 dari lues bangunan vang menghadap jalan;

Reklame yang dipasang distes tansh/bsngunan di  lingkungan
perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas
minimal 5,50 m dengan kedalaman pondasi paling sedikit 4 m dengun
ukiran media paling fuas 50 m® dan diparang secara vertkal; dan
Reklume ynng dipasang di stis 50 m® harus memperhatikan kondisi dan
sitikisd lmgkungan setempat.

Pasal 9

Jarak bebas pemassngoan reklome vang berdekatan dengan jaringan PLN

ditetapkun sebagad berikut ¢

&, Jaringun tegangan rendak ( 220/ 380 Valt ) jarek horizontal 1,5 m dan
Jarnk vertikal 2 5 m;

b Jaringan tegangan menegah 1 PH [200V3 KVolt) jarak horizontal 2.5
m dan jarak vertikal 2,5 m; dan

¢ Juringan tegungan menengah 3 PH ( 20 KVolt | jarak horizontal 3 m
dan jarak vertikal 3 m.

Semua penempatan media rellame dilarang divelenggaralon melintang di

plas foringan Ustrik,

Apabila tiang konstrulsl reldeme terbual dan bahan kondulktl maka

harus dilengkapi dengan arde.

Pasal 10

Penyelenggamman rekdame yang benst himbauan loyenan mesyarakat
diperinltukan sama dengan reklame biasa baik tata cara pormohonan fjin
Penyelenggaraan rekdame schagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang
tidak memust reklame yung sifatnys komersial tdak dikenakan Pajak
Reklame.

Reklame sehagaimana dimaksud pade ayat (1} namun di dalamnys masih
memuai reklame yang sifatnyn komerninl tetop dikenokon pajak yang
dihitung hanya peda ruang media yang diperuntukan untuk komersial
dengan ketentuan maksimal 30% dan luns keseluriban,

Reklame schagaimana dimaksud pada ayat (3) tdak depat diberikan
keringanan dan/atau pombebasan pajak.

Penyelenggarann  relkdame yang hanya memunt  kepemilikan  atau
peruntukan tanah dengan ulumn tidak melebihi 0,50 m, papan nama
dengan ukuran tidak melebihi 2 m® dan lembaga formal yang bergeralk di
bidang keschatan dan pendidikan dengan wkuron tidak melebibi 4 m* odak
dikennkan pajak reklame sepanjang berada di tanah/bangunan sendiri,

ot
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Pasal |1

(1) Penyelenggarann reklame jenis umbul-umbiyl kain harus memenuhi
ketentuan sehagal baribaut ;
i Tidak merusak fasilitas kota;
b. Dntempatkan di tempat yang sudah ditenukan;
¢. Tidak dipaku di pahon;
d. Tidak ditempatkan di pagar taman kota;
. Tidak menggunakan lampu pencrangan, dan
f, Jarak sntar reklome umbul-umbal minimal 4 m.
(2] Penyclenggaraan reklame jenin umbul-umbnl, vertiiml banner dan fatan X
banner harus memenuhi ketentuan sebagai beriloat
i, Tidak merusak fasilitas keta;
b. Konstruks: tidak permanen;
¢ Tidak ditempatian di pagar taman;
d. Tidak menggunakan lampu penerangan; dan
e. Jarak antar reklame umbual-umbul vertikal bunner dan/atau X
bansser minimal 4 m.

Pasal 12

Penyelenggornan reklame jenis spanduk kain haris mementihi  ketentuan

sebagal berilout !

|, Ditempatkan pada panggung spanduk dan/awu tempat lan yang
ditentukan;

2. Tidak ditempatkon pads konstruksi jenis megatron, billboard, pegar

pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pegsr jembatan dan pada

jembatan penyeberangan orang (PO} .

Tidak mclintang jalan atmzpun melintang sungai,

Ticdak dipasang di tinng listrik ataupun tang lampu penerangan jalan; dan

Menggunakan ukurmn standar spanduk dengan ulouran maksimal | m = 6 m.

Pasal 13

reklame sclebaran dilakukan dengan cars memberikan
stempel pengesshan /porporasi pada netiap selebaran reldame oleh Bapendi.

Pasal 14

Reklume yang diselenggarakan di tanah,/bangunan d luar milik pemenntah
duﬂnhdtpuhhﬁﬂmdmlmuhlm:mdm!mmmﬂndj
tanah/bangunan milik pemerintah decrab,

Passl 15

g

i qur:hnmmrumm:dmpnimmdi”ﬂmmnm4m‘dm
dibawah 12 m’ dikntegorikan sebagai reklame ukuran sedang,

(%) Penyelenggarnon rekiome dengan luss medin reklame di atas 12 m’
dilmtegorikin sebagal reldame ukuran besar.

Fasal 16

1| Penvelengpara reidame yang bermaksud merubah materi reklame dapat
e dilakuknn dengan cara mengajulan permohonan tertulis kepads Kepala

Bapenda,
[7] Perubahan materi reidame dilarang melebihi ukuran mater reklame yang

tetuh dimpulan,
Y
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{3 Perubshan maleri reklame hanya dapat dilaksanakan setelah mendapar

Paaal | T

{1} Masa Penyelenggarsan Reklame hanya dapat berlalo paling lama | {sato|
tahiun atau 12 (dus belns) bulan terhitung sejal tanggnl dikeluarkannya
Relomendos Penvelengguraan Reklame,

(4) Penyelenggara Reklame hards mengajukan  permchonon  fin
perpanjangan  penyelenggarann rekdame jike bermaksud melakouloan
perpanjangan masa penyelonggnraan rekdame.

{3 Perpanjangan masa  penvelenggarann  reklame  dilakukan  dengan
memperhatikan ketentuan sehagaimana dimaksud pado Pasal 4.

{4) Masa berlakunya Penyelenggamman Reldame tidak mengiiuu Masa Pajak
Reklame.

Pasal 18

{1} Pemerintah Dacrah  dapal menolak  permohonan  peayelmpgaraon
eeklame di luar sarmna/prasarann pemerinieh apebils meourut hosil
eviluasl den penilaion  tidsk memeouhl  persyamtan  dapet
membehayalan  Kesclumatan umum, berfentangan  dengan  norme
kesopianan dan kesusilaan serta eatetikn.

(2] Peomerintah Daerah  dopat  melakukan  pencabutan  Rekomendosi
Penyelengesraan Reklame, pembongkaran stau perurunan terhadap
reidame yang telah terpasang danfatay menghentikan pemasangan
reklume yung sedang berangsung apabila penyelenggrra reldame :

. Tidak melunasi Pajak Reldame;

b. Tidak menempelkan plat/label yang ditetapkan Bupati;

¢. Melalpflkan kewsjibannys dalam pemelharaan  sarans  ynng
dipergunokmn untuk peenasangan reklame, schingga mengeangey
leeaelpmutan umim,

d. Meruboh naskah, ukuran, bestuk, Jenis dan tats letek penempatan

i kuin ijin kepada pibak lnin

e, Memindahta fl P .

f. Berakhir ﬁ penyd:nmu n raan  den/stau  tidak  memulid
Rekomendasi Penyelenggaraan Reldame; dan

g Wonstruksi tidak dibonglkar setelah ijin berakhir.

Pasal 19

Setiap penyelenggars rekiome berkewnjiban untuk : _

1, Memasang plat/label stou tands lain yang telsh ditetuplan  oleh

Bapenda; :

Memelihar dan merawat reklame agar selaiu delam keadaan baik;

Membongkar sendiri reklamenyn setelah {jin berakhir;

Melunasi Pajak Relklaome,

Mengasuransikan  konstruks: reklame m:-lﬂmp ker:':kuamgldnm scgala

kerugian yang timbul sebagai akibat peayelenggaraan -

Menanggung segala akibat kerugian yieng tmbul pada pihak lain otos

penyelenggaraan reklame; din . .

7. Memasang medin yang bersifar himbauan layanan publik apalila manih
terdapat runng kosong pada konstruksi reklamenya.

L B

=

/m’o
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Pasal 20

Penyelenggara rekleme dilarung menempatkan dan memasang reklame -

1. Pada persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untmk kinior
pemeriiinh;

2. Dh tempat peodidikan/ sarana pendidikan, tempat bangunan berscjarab
atsu kawasan monumental dan di depan Kantor Pemerintah:

. Pada pohon-pobion penghijouan/pelindung falan, pagar taman, tiang
telpen, tiang Ustrik, pagar halaman dan sejenirnya;

4. Pada tanah dan /ety bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman
terkeciuili unitk acarn seremoninl leogamann;

5. Pada jembatan sungai dan jembaton jalan uniuk semus jenis reklame
besar, sedeng mavupun kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul; dan

. Melintang sungai untuk semun jenis rekdame dengan whuran besar,
sedang dan kecil termosuk spanduk dan umbil-umiul,

Pasal 21

(1) Penyelenggara reklume capat diberikan keringanan apabila reklame yang
lerpasang untul kegintan kepentingan sosial,

(@ Remnganan u-!:hnguhrml dimakstd pada ayat (1) diberikan paling
banyak M5 [tiga pulub persen),

(3} Pepgnjusn permohonen kencganon  dejukon  secara  ferfubis  oleh
penyelenggara reklame kepada Bupati c.q. Kepala Bapenda dan disertai
dengan bukti-bukti yang sah

i4) Penclapan besaran keringanan dilaksanaksn oleh Bapends dengan
sclektil, obyektil dan mempertimbiangknn asas kepatutan dan kewajaran

Pnsal 32

{1} Penyclenggaman Reklame pada semua kawasan/zona Rekiame harus
memperhatiknn persyaratan nebagad berikut ;

n, Tidak mengpanggu ketertiban umum, keamunan, keindahan kots dan
lalu Hntas, panjang kaki maupun pengaturan lalu lintes, serta tidak
menyimpang dari norma-norma agama, sesial dan budaya;

b, Tidak mengganggu fungsl prasarana kota dan merusak konstnksi
prasarana kotn dun behan Reklume tidak boleh  mengganggu
keberaihan kota; dan

e. Tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame billboard, spanduk,
reklame berjalan yang bersipat komersil yang bentuk, ukuran dun
gifat penampilan bidang promosinye digibunggan dengun  pesan

kepoda masyarakal (sosial) aspabila luas  bidang
iz Jebih darl 20% [dus puluh persen] dari keseluruhan luas
bidang reklame.
|2 Setiap penyebarzn Reldame di wiloyah Kabupaten Katingan harus
memperhatbun keserasiun lnghungan yang sesuai dengan tata kot

Prsat 23

Reklame yong telah jatub tempo Penvelenggurnannya dikenskan dends 1%
[satu persen) setinpg tulan dihitung derl pokok yang terhutang,

Pasal 24

(1) Penyclenggaraan Hrkhmmﬂmmnﬂmniﬂmmdihmhn
tambahan N8R 20% (dua puluh persen| dori hasil perhitungan NSR
scbelum diknlikan Taril Pujak Rekdame,

[k
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2] Wapb Pajak sebagaimann dimeksud peds syt (1) yang sudah
mengajukun permobonan o tetapl belum dipenuhl persynratannya
sampai dengan masa waktu |4 (ompat belas) harl kerjn, dienaian
tmmbahan NSR sebesar 30% ([tga puluh perseratus) dari hasil
perhitungan NSE sebelum dikahikan tadl Pajok Reklame,

Bagian Ketign
TATA CARA PEMBONGEARAN REELAME
Paral 25

(i) Pencabutan, pembongharan, penutupan ateu  penurunan  reklame
dilakukan dengan memberkin sural pemberitahuan ataupun surat
tegurnn terlebib dahuslu.

(2} Sumt Pemberitghuan, Sumt Teguron den Sursl Pencabutan  jin
diterbitkan okh Dinas Pepanoman Modal den Pelovanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Katingan setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi
Pamang Praja Kabupaten kntingan,

(M Apabils dalam janglm wiktu T [tujub) har sejak surat tegumn tersebul
belum  mematuht  ketenbuan  dan  memenahi  kewajibannya,  maks
Pemerintah Dacrah akan melakukan pembongkaran,

4] Reklame yang tidak berijin dapat dibonpgkar tanps pembertabuan
terlebih dabulu,

{5) Dalam melaksanaken sanksi schagaimans dimaksud ayat (1} dan ayst
(4], Pemerintah Dacrah tedak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawob
atas kerusaken dan/stau kehilangan reldame yang dibongloar,

Pastal 26

1] Pelaksansan pembongkaran reklame jenis papan dan/amu megatron
ukuran besar peda prasarana Pemerintnh  Daersh  maupun  non
prasarany Pemerintah Dmersh dilakukan dengan membual gans pita
kuming dun/atay menutup medin reklame dengan kain secara sebagian
atau keselurithan dan/atau melepas media yang lespasang,

(2] Pelaksanaan pembongkarn reldame uluran sedang dan kecil dilakukan
dengan cara memotong konstruks yang ada.

{3 Pelaksanspn pembongkaran rekdame jenis reldatne  bersinar dapat
dilakulmn dengan cara memutus aliran lsirik dan/atan  memotong
kontraks yang ada,

{4 Pelaksannan pembongkuron reklume kain, dilaksanakan dengan
menindakan/ mencabut reklame tersebut

(5] Hasil Pembongkaran atau penurunan reidame yang dilakukan aleh
Pemerintah Dacrabh menjadi Milik Pemerintah Deerah

Pasal 27

Pelaksansan Pencabutan, pembongkaran, penutupen oted  penirunian
reklame dilakukean secarn bersama-sama oleh :

|. Bedan Pendapaton Dasrah;

2. Dinas Penwnumun Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

1. Satuan Polini Pamong Praje.

Pasal 28

(1) Pengawasun dun Pengendahan Penyelenggaraan rekldarne dilakulnn oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.

[y



{2} Pengawnsan dan pengendalian penyelenggarsan reklame sehagaimana
dimaksud aynt (1) dilaksanalan dalam bentuk -
i Pembinmmn;
b. Pemantauan;
¢. Peringatan; don
d. Penindakanpemberian sanksl.

HAB TV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITURGAN PAJAK
Pasal 29

(1] Daser pengenaan Pugmk Reklome sdalah Milsi Sewa Reklame,

(2] Dalarn hal reldame disclenggarakan oleh pihak ketiga, nilaj sews reklame
scbagaimana dimaksud pada wyal (1) ditctspkan berdnsarkan nilad
kontrak reklame.
|3} Dalam hal reklame disclenggaraksn  sendirl, nilal sews  reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibitung dengan memperhatilan
faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu
penayangan, jangka waktu penyelenggarman, jumlsh, uburan medis
reilame, nilai komersil dan nilal strategls lokssi
{41 Dalam hal media atau tempat penyelenggarsan reklame disedinkmn oleh
Pemerintuh Daerah Kabupaten Katingan, nilal sews reklame schagal
mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan [aktor
jenis reklame, bahen veng digunaken, lokasi penempatan, waktu
peravangin, jungks wakiu penyelenggorunn, jumlah, ukuran media
reklame, boyo pemasangan, biavn pemeliharen dun nila strategs lokasl,
(3 Dalim hal nilal sews reklame sebaguimans dimaksud pada ayat (3) tdak
diketahui dan fatou dianggap tidak wajar, nifai sews reldame ditetaplon
dengan menggunakan faleor-faktor sebagnimann dimaksid pada ayat (3).
(6] Nilai Sewn Reklame = Lokasi/Titik Reklame = Media/Fisk Reldame.
Yang termasuk Lokos!Titk Pemasangan Reklame stay disebut Kilei
Strategis Lokas: adalah -
Lahan/kowasan [empat pemasangun;
Budut pandang (dalam radius tertentu);
Lebar jalan; dan
Ketinggian Reklame.
Sedangkan yang termasuk fistk fmedia reklame adalah -
Lami pemasangan,
Jenis Reklame;
. Uewrsin media) stunn reldlame;
» Bahan reklame,
- Harga satuan reklame fdapot dipersamakan dengen buya pembuatan
rekdame].
Nilni Sewa Reklame terhadap pemasangan reidame o dalam ruangan
hamya diperbitungkan atas Media/Fisik Reklame sajo.
(B Nilai Sewa Reklame sebagnimana dimaksud pada ayat |1} diperhitungkan
dengan rumus aehagai berikut ©
NSR = N5L » junghka waktu * ukuran reklame » harga satuan » tarf

=

[ty
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Pasal 30

Perhitungin MNilai Sewa Reidame.
JENIS REKLAME, JANGKEA WAKTU, UKURAN DAN HAROA SATUAN
Ukuran | Harga
Mo Jenis Reklame m‘ﬂ'll Media | Satuan | Keterangan
L. | Reklame Papan :
g. Papan/Plat/Dinding | | Tahun MF 115,000
b, Mih Bilfboard [Ubasmn | | Tahun M 115,000
mad 12 MY
¢, Billboard  (Ulouran| [ Tahun MF 230,000
dintas |2 M)
d. Megntron Jenin M A6, 000
inyangan, Ditleaikan
1 Tahun dengan
&, Videotron Jemnis M’ 275000 [ Indeks
tayangan Indikator
1 Tahun Nilmi
[ Dynamic wall Jenin M | 345000 | Strowgs
toyangnn/ INBL)
1 Tahun
& Bando | Tahun | M | 230.000
| h. Neon Sign/Neon Bor | 1Tahun | M | 115.000
2, | Reklame
K/ Plustik / Milka :
B uk 1 hari M 2.500
b, Umbul-umbul 1 hairi M 2,500
¢, Baner 1 hari M 2.500
d. Baliho 1 hari M 3,000
3. | Rekdnme Selebaran Lkati | Per 100] 25.000 |
. | lembar !
| 4 | Reldame Liali | Per 100 | 25000
Melekent/ Stiloer " lemnbar Tarps
5. | Reklume | tuhun Per | 2.000,00 | dikalikan
Berjalan /Kendarann buah 0| dengan
Keliting Indeles
6. | Reklame Udara | bualan Per | 1.000.00 llldlhtﬂ"
buah Q[  Milai
7. | Reklame Suarn 1 hari Prr | 100,000 | Stmtegs
busah | IN8L
8, | Reklame Peromngun/ | hari Per | S0.0C0
Reklame Peragaan bueh
9. | Reklnme Film/Slide 1 hari hm‘ 50.000
1 harl Per | 50.000 |
10, | Rellame Apung buah
11, Reldame Running Text | 1 hari L 5.000

[
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FERHITUNGAN INDEES INGIKATOR NILA] STRATEGIS LOKASI

| Lebar heting In-
8k | ln- | Sudul | Bk | I¢- 8k | In- i Sk
7 | Xavmaan or | deks | Pandarg | or d:hdﬁ or |deks| %20 | or e
1, | Kawnsan | 10 | 3,0 F:rl-lrnpnllﬂ 30| Di | 10| 20 | 0-5 |10] 2,0
Perningn ngan 5 atns
an 26
2 | Kawasan | 9 | 4,7 Pcl'umpl B |24 |235 |9 |18 |55-(8]|16
Tamar ngan 4 -~ 2B 16
Kota = !
3 |Kawasan | 8 | 3,4 |Parsmpa| 6 | 18 | 205 | & | 1,6 | 105-| 6 | 1,2
Relkreasi ngan 3 | -23 | | 15
4 |Hawasan | T | 2,1 |Jalan2 | # | 1,2 |175| 7 | 14 | 15,5-| @ | 08
Pemuldm uruh -20 a0
an
5 |Kawesan | 6 | 1,8 | Jalnl | 2 |06 | 145 6 | 13| Di | 2|04
Sarana/ mrah - 17 At
Prasarnn 20
aUmum | | | 1 I 1 1 .
6. |KEnwasan | 5 | 1.5 15| 5 | Lo
Industri | | - 14
7. |Kawnsan | 4 | 1,2 85-| 4 | OB
Pelaynna L1
n
Publik \ ~
B |Kowssan [ 3 | 09 E6-| 3 | 00
Perkanto 8
#2141
9. |Kawasan [ 2 [ 06 5. 2 | 04
Pendidik E
&N
10, [Kawasan | 1 | 0,3 D-2| 1 |02
Lain-lain
2) Contoh penghitungen Pajak Reklame
” 1. Jmmwl‘-h:khmamﬂlﬂﬂl'bmd
s, Lokasi pemasangan reklame di jalan X yang meripakan
- Kawngan permukimin
- Sudut pandang jalan 2 Arah
= Lebar jalan 18 m
Ketinggian media rekleme 10 m
Uhu'lrimhlnm:im'

¢, Jangks wakiu permasangon 1 tahun
4, Jumlah rekiame | bunh
. Harga satuan Rpl 15.000,-
{, Tarif pajak reiiame 25%

Nilai Strutegis Lokas (NSL|

= Indekn kawasan + Indeks Sudut

Indeks Ketinggian
= 21412414418
- 63

Pandang + Indeks Lebar Jalan +

Jont
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" Nilsi Sewn Reklame (NSR)
=;I.BL-Jnng]mw.nkm * Jumlah Reklame = Ukuran Reklame « Harga
Cumn
=6, | Tahun * 1 Buah * 2 m * Rpl 15.000,-)
= Rpl.449.000,

PAJAK REKLAME

= Tari = NSE

= 25% = Rph, 300,000,
= Mlﬁu-'

2. Jenia Rekdame Spanduk
n, Lokmsi pemasangan reklame pada lahan milik Pemerintah Daerab
di julun X yang merupakan :
- Kewasan perm
- Budut pandang jalan 2 arah
« Lebar jalan T,5m
- Ketinggian dari permukaan tanah 5 m
b. Ukuran media reklame 12 m*
¢. Jumlah reldame 10 buah
d. Jengha waktu pemasangan 2 minggu
. Harga satuan Rpd 500,- per M7
[ Turif pajuk reklame 25%
n. Nilni Kawesan =21
b. Sudut pandang jalan 2arah = 1.2
¢. Kelas jalan (lebar 7.5 m} =06
d. Ketinggion {5 m dar tanah) = 2.0
| Voriabel N8L: 2,1 + 1,206 +20=59

Nilni Sewan Heklame

u Nilal Strategis Lokasi (NSL) =59

b, Ukuran Relklame = 12 1y

e. Jangkn wakiu pemassngan « 2 minggu

d, Hirga satian = Rp2.500,-/m?

Varkibel N8R : 5,9 » 12 m* » 14 hari « Rp2.500, = Rp2.478.000,-
PAJAX REKLAME

« Tarlf * NSR
= 25% » Rp 478,000,

= Rpti 19,500,

Karena juminh rekiume yung akan dipasang sebanyak 10 scpahub)
tamh, makn Pajak Redame Terutang adalah -

= 10 buah = Rp619.500,-

= Rpb. 195.000,-

(3] Wilai Bewn Reldome sebagaimana dimaksud pada ayat r_II_d:pu beruhah
sutbnh tidak scsunl dengan kebutuhan dan kondis yang ada,
(4) Perubaban Nilai Sewn Rekimme schagnimana dimeksed pada ayal (3
ditetaplean dengan Keputuzan Bupati.

Pasal 31
Tarif Pajak Reklime ditctapkan scbesar 25% (dun putub lima persen)

[k,



.92 .

Pasal 32

(1) Besarun pokok Pejak Reklame yang terutnng dihitung dengan cara
mengalilnn Taril Pajak schagaimans dimnksud pads Pasal 31
Dasar Pengenann Pajak schagaimina dimaksud pada Pasal 29,

[ Pajak Rekinme dipungut berdanarinn penetapan Bupati.

BAR Y
MASA PAJAK , TAHUN PAJAK, DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 33

(1} Masa Pajk adalah jangka waltu yang lamanys sama dengan | (satu)

i Mnhknd:;eﬁumnp:mhqmpudnkd:hyﬁhmﬂmﬂimm
Pemasangan Reklame yang sifatoya ikenakan pajak dengan
Hmhl&uklﬂﬁdunhﬂ:l]hﬂmh&mwm : .

{3 Pemasengan Reidame yvang silntrya nsidentil, dikéniakan pajak dengan
Masa Pujak sesund yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 34

Tahun Pojak sdalah jangks waktu yang lnmanya | (satu) tahun kalender atau
sama dengan] 2 (dun belas) bulan,

Pasal 35

(1] Pajak Reklame yang terutang dipungui di wilayah tempat reklame
tersebut diselenggerakan berdasarkan penctapan Bupeiti.

{2 Saat terutangnya pajak, ditetapikan pada seat penvelengguraan reklame.

3 Pajak yang terutang harus dilunas pode saal penvelengmarnoan reldams,

(4] Khusus uniuk Reklame Berjalin, wilsyah pemungutsn Pajak Reklame
vang terutang adalah wilayah deerah tempat usaha penvelenggara
reklame terdafiar,

BAB ¥
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 36

{1] Taotacarn ketentuan pelaksanman pemunguinn Pajok Rellams meliputi :

i, Pendafinran;

b, Pendalnsn,

€. Penetapan;

., Pembawaran;

e Ketetnpan ndministrand;

[. Penaghan;

g Kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajal;

b, Pembukuan; dan
i, Pemeriicsnnn.

{2 Permungutan Pajuk Rellame dilarang diberongoan.

{3 Hasil pemungutan pajuk merupakan penerimaan dasrsh dan disetor ke
Kias Dagrnh.

(4] Kegistan penghitungnn besaroya  pajak  lerutang,  peogawssan,

penyetornn pajak, dan penagiban pajak tidek dikerjasamakan dengan
pibak ket

[
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i5) Dikecuslikan dar ketentian schagmimana dimaksud pada ayat (3},
adalah kegistan dalam rangka menunjang proses prmungutin pajak
hnn.rg;ﬂ penerapan teknologh informasl, pencetakan formulic :
pengiriman surnt kepadia Waph Pajek atau

. imphmﬂ penghimpunan deta Objek

ajib Pajuk memenuhl kewapban  pajak  yan dipungat den
menggunakan SKPD, STPD, atnu dokumen ll.h::m:dlpermhn. =

Baglan Kesaty
Pendaftnran
Pasal 37

1] Setinp peryclenggara reklame, orang pribadi atuu  Bodan  wajib
mendaftarkan rencann pemasangan  reklame ke Bapends  mebelum
dilaksanaknn pemasangan rekinme.

{2) Pendaftaran schagaimans dimoksud padi ayat {1} harus dilakukan paling
lambat 14 fempat belas] hari sehelum wajib pajak  melakukan
penyelenggaraan atau pemasangan Relkdame,

(3]  Pendaftaren Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padas ayat |1) dilakukan
schagai berikut :

. Orang pribud:/Badan | penanggung jaweb sy kuasanys mengambil,
mengsi dan menendatangani formulie pendafiaran yang disediakan
Bapenda dan /ety UPTH;

b, Formullr pendaftaran Wajib Pajak schagaimana dimaksud pads huruf
W wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta
ditndatanguni/disetujui  oleh  Penvelenggarm  Reldame amng
Penanggung Pajak;

e Formulir  pendaftaran  yang telah disi dan  ditandatangand,
disampaiksn kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan
persyaratian ;

1. Fotokopi identitas dar pemohon [kartu tanda penduduk/ surat ijin
mengemudi/ pasport),

2. Fotokopi identites Badan Usahs;

3. Fotokopi stmat ijin penyelenggarian reklome;

4, Goambar, s ringlasan reklame dan denah lokas pemasangan;

3. Fotokopi Alde Pendirfian Perusahaan, dan sural ign lain yang
terkidl dengan bidang rellome dari Perangkat Daersh yang
berwenang,

6. Sural pernyataan kegiatan usaha darl pengelols/ pemilik usaha
dar/atau salinan/fotokopi perizinan keglatan usaho dari instansi
berwanang, dan

7. Bural Kussa apabila badan, crang pribadi/penanggung jawab
borhalangan dengan disertai fotokopl KTP darl pemberi kuasa.

Pasal 38

{1} Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan dats yang eds pada formudic
pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan jartu NFWPD.

{3l Penyclenggarn Reklame melakukan pembayarmn pajak rekdame setelah
SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

{3 Penyelenggara Rellame yang belum memiliki min penyelengouraan
reklame harus mengurus periginan penvelenggaraan reklame kepada
Dinas Pengnaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabugsien

Y
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(4] Untuk reklame buken billboard dengan jenis reklame Bpanduk dan
Baner yang dipasang di rumah atau tempat usahs cukup melampirkin
suril pernyatean persetuiuan dan pemilik rumah atau pemilik tempat
H:Luulmmdmgm tetup  memperhatikan  ketentuan  penyelenggaraan

(5 Dalam hal izin penyelenggaman reklame ditolak oleh Dings Pensnaman
Modal dan Peleyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan,
Penyelenguura  Feldame tidak dapat menuntut  pengembalian  wang
pembayaran pajak rekdnme dan reklame tersebut hans dibonglor.

6] Wajib Pajak Reldame yang tidak aktil semeniara stau tutup, wajib
melaparkan kepada Kepala Bapenda dengon  menginimban  surat
penuttpan ustha.

Pasal 39

{1} Kepala Bapends dapat membatalkan Sumt Pengukuhan Wajib Pajak dan
T i
n i ' fatan ahli warissoya  mengajukan
pembatalin dan penghspusan;

b, Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagal Wijib Pajak
sesuil dengan ketentuan peraturan perpijakian daerah,

t. Wajib Pajak dan/atau ahli warsnya mengajuksn permobonan dan
penghapusan schagai Wajib Pajak; dan

d. Hasil pemeriksaan bipangan yang tertuang dalnm Beritn Acara hasil
pemeriksann lapangan yang menyatakan wajlb pajak tidak memenuhi
persyaratan subjek pajak dan/atmu objeck pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perpajnkan daerah

{2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan  penghapusan NPWPD
sebopaimans dinpksud poda gyet (1), dilakuken berdassrlan hasil
pemeriisaan,

(3} Dalam hal Wajib Pajak masih memilild ulsng pejak, maka pembatalan
penguluhan Wajib  Pajuk dan  penghapusin NPWPD  Udsk  dapat

ditérbitinn oleh Kepaln Bapenda.

Banan Kedia
Pendataan
Prasal 40

{1} Bapenda dapat melakukan pendataan atus Wajib Pajak atau Objek Pajak
Reldame dalum rangka optimalises) penerumaan, .

{2) Hanil pendatann Wajib Pajak atau Objek Pajak Relklame sebagaimans
dimaksud pada ayns (1] dituangken dalam Berils Acarn pendatidn dan
laporan hesil pendatman.

(@) Hasil pendatasn sebagnimana dimaksud pads ayat () diganakan untuk
menerbitikan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampailan SPTPD atau
SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap ying
berakibat Pojak Reklame lourang dibagyar,

i4) Pendataan schagmmana dimaksud peda syat (1) menggunakan SPTPD
Pujuk Reklame.

lak
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Bagiun Eeliga
Penetapan
Pazal 41

(1] Bupat: atau Pepabat Bapenda yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang
ntas Pajak Reklame yang dipungut berdusarksn penctapan Kepala
Doerab  berdesarkan  surat  pendaftaran  objek  Pajak  dengan
mengguniakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan
Rota Pengantar Perhitungan Pajak atsy Dokumen lain,

(2} Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjul secars jabatan dapat
menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperaleh atau dimiliki oleh
Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukon pendaftaran ohjek pajuk.

Pasal 42

(1) Bupstt mendelegasikan wewenang dalom menerbitkan STPD kepada
Kepals Bapendo.
{2] STPD sehagnimana dimoksud pada syat (1) dapat diterblikan dengan
ketentusn sebagni berikoat
o Pajak reklame dalsm (ahun berjalan tidak atew lkurang dibayar;
b. Hasil penelitan terdapat kelurnngan pembeywran pajok schaga:
akibat salah tulis dan/atay salah hitung; dan
¢ Waph Pajak mendapot sanksl ndministrasi berupa denda dan /atsg
brang.

Bapian Keempat
Pernbaynran
Pasnsl 43

i1} Pembayirun pojak dilakukan ke Ees Doerah melului  Bendahara
Penerima, Bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupsti
segiiad wakiu vang ditentuknn dalam SEPD atau 5TPD,

(2] Apabila pembayaran dilmkukan di tempat lasin veng ditunjuk, haesi
penerimaan pajok harus disstor ke Kas Dasrah paling lumbeat 1« 29 (satu
knli dua puluh empat] jam,

(3] Pembayaran Pajak herus dilakulan sckabigas atau unas,

{41 Pajak terutang dalam SKPD atu STPD wajib dibavar sekaligus di muka
paling lombat 30 [tga pulubl hari kolender eetelab tunggul diterbitlean
SKPD.

{5 Wajib Pajak membasyar atau menyetor Pajak yang terutang dengan
menggunakan S5PD atou dokumen liin yang dipersamiukan.

{6) Apabils batas wakiu pembayaran jatub pads harl Hbur, maka batas
wikiu pembayaran jatuh pada har kerja berikiitnya.

(7] Kepals Dacrah menetapkan jangks wakiu pembayurun aisu penyetoran
Pajak teruteng untuk Pajak Reklome yung dipangut berdasarian
penctapan Kepala Daersh, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
dikirimnyn SKPD.

(B) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kureng dibayur
setelah jatuh tempo pembaynran sebagaimans dimaksud puda ayat (1),
dikenakan sanksi udministrusi berupa bunga sebesar 1% fsafu persen|
perbulan dun ditagih dengan STPD,

Pasal 44
(1] Pajak yang terutang dibayer melahui Bank stau tempat lmin yang ditunjuk

It
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{2 Pembaynran dengan cck Bank/Giro Bilvet Bank, baru dianggap sah
apabila teluh dilaleukan kiiring dan tereatat pada Rekening Kas Daernh.

(3 Wajib Pajak menerima S8PD/bukti lain yang sah sebagel bukti telah
melunasi pembayaran pajuk darl Bank atsy tempat lain yang ditunjuk.

(4] Bapenda dapar mengembangkan sistem pembayarnn pojak daerah
dengan sistern daring (onling.

Baglun Kelimn
Keletapan Admbnistratil
Pasal 45

(1) Dalam jangio waktu paling lama 5 (lima) whun sejak terutsngnys Pajak,
Bupati dapat menerbitkan :
o SKPDKB;

i) ﬁ!l-ilPﬁHH schagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufl & diterbitknn dalsm
n. Apabila berdasiarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak
vang  terutsng  tidek steu kbreng  dibayar, dikenakan  sanbksi
administratil berupa bunga scbesar 1% (satu koma persen) perbulien
dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk
jangkn waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejuk
sanl lerutangnys pajak
b, Apabila SPTPD tiduk dissmpaikon dalam jengka woaktu yang
ditentukan dan telah  ditegur  secara  tertulis  pamun  tidek
disampaikun peda waktumya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran, dikenakan sanksl administratll berupn bunga sebesar 2%
jdun koma persen) perbulan dihitung dar pajek yang kurang alau
terlambat dibayar, untuk jangks waktu paling lams 24 (dus puluh
empat) bulan dihitung seiak ssal terutangnya
e. Apabila kewnjiban mengms SPTPD tidak dipenuhl oleh Wajib Pajak
yang teruteng, dikenakan sanksl adminfstratil berupa kenailan
sebesar 25% (dua pulih lima persen| dari pokok Pajak yang kurang
atau terlambat dibaynr.

(3} Jumlah pajak yeng tercantum  dalam SKPDEB yang diterbitksn
sehagnimana dimakeud pada syat (1) hurul & dihitung secarn jabatan
ditambah sanisi administrosi.

(4] SKPDKBT schagniman dimaksud pada ayst (1) hurul b diterhitkan
apabila ditemuksn dom baru den/atiu data yung semula belum
terunghap don menysbabkan penambahan Pajak yang Terulang, akan
dikenakan sanksi administratif berupa kenadkan sebesor 100% [(serutus
persen) dari jumlah kelurangan pajak yang terutang tersebul.

{5 SKPDN sebagnirnana dimakeud pada myat (1) hural ¢ diterbitkan spabils
juminh pajak yang terutang sama besarmya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang don tdak ada kredit pajak.

6]  Kenaikan sehagaimana dimeksud pada aval [4) teak dihnﬂnul;pnhﬂa
Wajib Pajok meluporkan  sendiri  sehelum  dilakulsn  tindakan
pomeriksaan.

(7] SKPDKB schogaimana dimakaud pads asyat (2), serta SKPDEBT
sehagnimana dimaksod pada syat (4] harus dilunasi dalam |angka waktu
paling lama 14 jemput belas) hari sejak tanggal diterhithoun.

[ty
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Pasal 46

(1 dﬂaﬁ" umu Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak
&

n Membetulkan STPD, SKPD, BKPDKB, ateu SKPDKBT yang dalam

mlm;:;ﬂj;ml kesalahan tulls, kesalahan hitung, dan/atay
miaEn PERETE perRIUTEn  perun -undangan
perpajukan daerah; e i

b, Membatilkan atau mengurangikan ketetapan papik yang tidak benar,

Mengurangian  ketetapan pajak  yvong  terutang  berdasarkan

pertimbangan  kemampuan membayar Wajib Pajak atau  kondisi

tertentu Obsjedc Pajalk;

d. Menghapuskan sty mengumnghun sunksl sdministresi  berupa
bunga, denda, kenpilun pajk yang terutang, dolam hel sankal
tersebut  dikenakan karens kekhilafan Wajib Pajak atou bukan
kmrena kesalahinmye.

(2) Permobonan pemtbeiulan, pembstalan, pengumngan  ketelopan, dan
penghapusan ataw  penguringan  sanksi administranl STPD, SKPD,
SKPDEB, dan SKPDEBT sebagnimana dimaksud pads ayat (1) harus
disampaiknn secara tertulis olch Wajib Pejek kepads Bupat melalsd
Bapenda selambat-lambatnye 30 (tign putuh) hart sejak tonggnl ditertma
STPD, SKPD, SKFDEB, dan SKPOKBT dengan memberikan olasan yang
jelas.

(3} Bupat sudoh harus memberion keputosan paling lama 3 (ugal bulan
sejuk surl permotnnn sebagiimana dimnkssd pada ayut (2} dilerima,

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 [tign) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permchonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan  ketetapan, don  penghapusan  atau
pengurangan sanksi administrtil disngeap dikabulian,

Pasal 47

{1} Atus kelebihan pembeyaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permobonan pengembalien kepoda Bupsti atau Pgabat yong ditunjuk
secnra tertulis dengan menyebuthan selurang-kurangnya !

i, Nama dan alamal Wajib Pajak;

b Masa pajak,

c. Hesarnya kelebihan pembayaran pajod; dan

d.  Alasan yang jelas. .

21 Bupati atou Pejabat yang ditunjuk dalam jangks waktu pabng lama 132
(chen belag) bulan sejak diterimanya permohonan pengembolinn lelebihan
pembayarsn  pajak  sehagaimana  dimaksod pade ayet (1] harus
memberikan Keputusin,

(31 Apobila jangks wakiu scbagaimann dimaksud pada ayet (2] telah
dilampaui, Bupati stau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan sustu
keputusan, maka permohoman pengembolian kelebihan pembayaran
pajak dinnggap dikabulkan dan SKFDLE harus diterbitkan dalam janghka
waktu priing loma | [satu) bulan. ) _

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyal utang pajak lainnye, meks kelebihan
pemboyaran pajnk sebagaimana dimaksud pada ayat [2) langsung
diperhitunghan untuk melunasi terebih dahulu utang pajak dimaisud

{5) Pengembalian kelebihan pembayrran pajik sehagaimana dimaksud pmiu
ayat |1) dilaloalmn dalemn jangka waktu paling lama 2 {due) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB,

/ Al
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{6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran paink dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sefak diterbitiannya SKPDLB, Bupati ntau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen]  perbulan  alas  keterlambsian  pengembalisn  kelebihan
pembayaran pajak

(7} Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utnng pajak
lainnys scbagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakoukan
dengan cara pemindohbukuan don bukil pemindahbukuan bertaky
sehagai bulet] pembayaran,

Pazal 48

(1) Atas permohonan wajib pajak, Bupsti atsu pejabat yang ditunjuk krens
jabatannya dapat :

. Membotulian SXPD atau SKPDEB atsu SKPDEBT atau STPD yang
dalam pencrbitan terdapat kesalahan tulisan, kesalahan hitungan
dan/otey  kekeliruan  dalam  penctapan  peraturan  perundang-
undangun Perpajeloan Ducrah;

b.  Membatalkan atau mengurangkan ketctapan pajik yarig tidak benar;

e Mengurang atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga
afay denda dan kenniloon pajak terhutong dalam hal sanksi ternebut
dikenakan karens  kehilapan wajib  pujak atau  bukan karena
kesalabannya.

(2] Permohonan pembetulen, pembatalan stsu pengurangan ketetapun, dan
penghapisan sl pengurangan  sanksi  pdministrasi stas SKPD,
SKPDKH, SKPDKBT, dan STPD sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara leriulis oleh wajib pujak kepoada Bupatl stau
Pejabat yang ditunjuk selambat-limbatnys 30 (tigs pulub) hari sejak
tanggnl diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan
memberiknn alasin yang jelis.

(3] Bupati dan Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 {gs) bulan sejak surst
permabionan sebagaimann dimalksud pada aynt (2] diterims, sudah harus
memberikon kepubusan

{#) Apabila setelah lewar wakdu 3 ftiga) bulan sebagaimann dimaksud pada
avat 3 (tiga) Bupou dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

ketetapan dan penghapusan atal pengurmngamn administrasi
dinnggap dikabulimn,
Bigian Keznam
(1]
Pasal 4%

(1} Tabapan pelakssnaan penagihan pajak terutang yang tiduk atsu lurang
bayar setelah jutub tempo pembayaran harus memenuhi tohapan sebagai
berikut :

a. Surst Teguran schogai awnl findakon pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 [tujuh) hari sejuk saat jatuh tempo pembayaran;

b. Dalam jangka waktu 7 {tyguh] har sejak tanggal Surat Teguran,
Wajit Pajak wajib melunasi pajak yang terutang: !

¢. Dalum hal jumish pajak yang belum dibayer tidak dilunasi dalam
Jangks wikiu sebagaimana ditentukan daiam Sumt Teguran, Kepali
Bapendu menerbitkan Surat Paksa seteloh lewat 21 [dua puluh satu)

hari sejak Surat Teguran Pertama;
[t
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(3

4

n

()

(2

.99 .

d  Setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedus dapat disertai dengan
peringatan berupa penempelan medin PETNgRtAn ek Pujak
yang bersangloatan; SEA RN

€. Dalam Suml Teguran tahap kedus sebagaimana dimakesud pada
huruf e, daput disertal peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga
akan disertai dengan publikasi di media massa; dan

f. Penerbitan Surat Teguran ishap letign dapat disertal dengan
penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publilssi di medin massa.

Apabila jumlah pajek yang masih harus dibayar tidek dilunasi dakim

jangka waktu scbagaimans ditentukan dalam Surat Tegursn maka

ditagih dengan Surat Paksa.

Ketentuan mengenai pelaksanann penagihnn pajak dengun Surat Palos

sebagnimana dimaksud podn et (3 distur sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan, sursl peringatan atay sural leguran
atau surat lain yang sejenis,

Pelakaanaan penagshan pajak dengan Burst Pakea tdak mengakibatkan

penundasn hak Wajib Prjak untuke mengajukan keberatan pajak sertn

mengajulan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusin atau pengurangan sanks administrasl,

Panal 50

Penngihan  pajak  dapat  dilakukan scketikn dan  sekaligus tanpa
menunggu jatub tempo pembayamnn sebagaimiing dimaksud dalom Pasal
4% apubila ;

i Wapib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalion Doerah
Kabupaten untuk selama-lamanya;

b, Walih Pajak ateu Penanggung Pajak memindahkan barang yang
dindlikl atay dikuesa) dalam rangks menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atsu pekerjuan vang dilalosdkan di Daeraih;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atwu Penanggung Pajak
akan wmembubarkan badan  usahanya  steu menggsbungkan
uaahanyn atou memindehiungankan perusahsan yvang dimilid atau
dilungainyy atou melakulmn perubahan bentuk labnnya; dan

d. Terjadi penyitain atas barang Wailb Pajak atau Penanggung Pajak
oleh pihak ketiga atau terdapat mnde-mnda kepailitan.

Kepala Bapendn menetnpkan jadwnl walitu tindalon penagihan pajak

yang menvimpang dan jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana

dimaksvd pada ayat (1), dengan memperhatikan siesl dan kondisi

Daerak.

Pasal 51

SKPD yang tidek stou kumng bayar setelah jatub tempo pembayaran
dikennkan sanksi administrast berups bungn scbesar 1% (saty persen)
perbulan  dihitung  sejak  pajnk  terutang, dan  ditagh  dengan
menggunaken STPD.

Bupati atay Peisbat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD unfuk jenis
Pajak Reklame yang dipungut berdssarkan penetapan Buputi apabila :

2, Pajak yang terutang dalam SKPD yang tidak stau kurang dibayar

sctelah jatuh tempo pembaynran;
b, Wailk Pajak dikenukan sanks| administracl berupa bunga dan/atau

/Mﬁ
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(3 Jumlah tagihan pmak dulam STPD sebagaimans dimalsud padi ayat (2)
huruf &, berupa pokok Pajak vang tidak ateu kurang dibayer ditambah
dengan pemberian sanksi adminiutrasi berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) setiap bulan dihitung dari sast pajak terutang untuk paling lama
15 flima belas) bulan.

(4 SKPD, BTPD, Surst Keputuran Pembetulsn, Surat Keputusan Keberatan,
dan Patusan Banding yang menyebabkan jumlah pajuk yang harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama | {satu] bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Pasal 52

(11 Pwak yang terutang berdnsarknn SPPT, SKPD, SKPDKB, SEPDEBT,
STPD, Surst Keputusan Pembetulan, Surst Keputusan Keberutan, dan
Putusan Banding yang tidak stau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapal ditagih dengan Surat Pakas.

() Penagihan pajak dengan sursl paksa dilaksanakan berdasarkan
krtentusn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarss dan Penghepusan Plutang Pajok
Pasal 53

{1} Hok untuk melakukan Penogihan Pojak menjodi kednluwnrsa setelah
melampand jangks wakiy 5 {lima) whun terhitung sejak ssat terutangnye
pajak, kecuall apabila Wajibh Pajak melakukan bndak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2} Kedaloworsa penaghan pajak sebagmimans dimaksud pads syat (1)
tertangguh apabils :

a. Diterbitkan Sural Teguran, Surmt Paksa, dan/atey sumt lsin yang
sejenis.  Kodaluwarsa penagihon pajok  dihitung scjok  tanggal
nn Surat Paksa tersebut; mtmu
b. Terdapat pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, bak secarn
langsung mmupun Bdek Wngsung,

i3} Pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak secara langsung sebagiumans
dimaksud peda ayat (2} hural b adalah Wajib Pajek  dengan
kesadarannyas menyatakan mosih mempunynsi utmng Pajek dan belum
melunasinys kepada Pemerintuh Duerah.

i4) Pengekuan utang pajak dari Wajib Papk sccara tidak langsung
schagnimana dimaksud peds syat (2] burof b dapat diketahad dan
pengajisen  permohonan angsuran atau penundasn  pembayaran dan
permahonan keberatan oleh Wajib Pajak,

(5 Dalam hal diterbitkanmya Surat Teguran don/otau Surst  Paksa
sehagnimana dimaksud pada ayst (2] burul 8, Kedaluwarsa penaghan
piutang dihitung sejak penyampaian Surat Pakaa.

(6] Piutang Pajak yang tidek mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwnrsa dapat dihapuskan,

(7} Penghapusan plutang pejak yang sudah kedaliwarsa schagaimana
dimalkeud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 54

(1} Bupst dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajok decrah atas
usul Kepalas Bapenda.

(Y
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|2} Pustang pajak yang dapat dibapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat

i3

(2

th

i

(1} untuk Wajib Pajak Orang Pribac: adalah plutan pajak tadak

dapat ditugih lagi dikarennkan hal-ha! sehagai l::rllmtg: e

w. Wajib Pajak dan/atau Penunggung Pajak meninggal dunia dan tidak
mempunyal harts warisan stau leekayaan,

b. Wajib Pajak danfateu Penanggung Pajak tidak depat ditemukan;

€. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedahiwarss;

d. Dokumen schagsi dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah
dilikukan penelusuran secara optimal sesuai dengan kelentuan
peraturun perundung-undangan di hidang perpajakan; atay

¢. Hak daerah untuk melakukan pensgihon peajak tdak  dapat
dilaksanakan kirena kondisi tertentu schubungan dengen ndanya
perubishan kebijakan dan/atey berdasarkan pertimbangan yang
ditetupkan oleh Bupati.

PMutang pajuk yung dapat dihapuskan sehagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajek yang tidak dapat

ditagih lagi dikarennkan hal-hal sebagsi berikut :

Wajib Pajok bubar, likunidas, atou pailit;

Penangmung Pajak tdok dapat ditemlkan;

Hak untuk melakukan penagiban pajak sudsh Kedaluwarsa;

Dokumen schagal dasar penaghan pajak tidak ditemukan dan telab

dilakukan penelusuran secors optimal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

e Hak daerah untuk mclakukan penagihsn pajak  tdak  dapat
diloksanakan kerena kondisi tertentu sshubungan dengan adanys
perubnhan kebijkan dan/atnu berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupsti,

= S

Pagal 55

Untuk memastilean keadaan Wajib Pajak atu plutang pajak yang tdak
dapat ditagih lagi sehagaimans dimaksud dalam Pasal 43 wyat (2] dan
ayat {3), wajib diluloukan penelition setemnpat atau penelition admiristros
oleh Bapenda dan hasilnys dituanglkan dalarm laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutung pajak yang bersanghutan
sebogai dasar unfuk menentukan besamys plutang pajak yang tidak
dapat ditaghh logl dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala
Hapenda.

Panal 56

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebaguimona dimaksud dalam Pasal
55 nyat (3], Kepala Bapenda menyusun dafter csulan penghapusan
peuilorg pajak. ) _

Daltar usulan penghapusan plotang pajak sebogaimana dimaksud pada
ayal [1] disampailan kepeds Bupati dengan menynmpaikan daftar usulan
penghapisan pilting pajek yang sebelumnys telah dilakoakan penelitian.
Daftar usul penghapusan piutang pajak scbagmimana dimoksud pada
ayit [2) paling sedikat mermar :

. Namor Olyjek Pajulk (NOPY,

Nuamp dan alamat Wajits Pajak;

Alarmat objek pajal;

Jumlah prutang

Tahun pajak; dan

Alssun penghapusan piutang.

-k
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Pasal 57

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagsimuna dimakosud
dalem Pesal 56 aymi (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengeniai
(2 ﬁmm ﬂuu IB ghipis
putusan Bupati mengenii BATI ak
sebagaimany dimaksud pada avat (1), E:p-hP;ﬂFKPD mﬂm P
4. Penetapan mengenai nncian otas besarnya penghapusan plutang
pajal dan
b. Hapus tagih dan hapus buku ates piutang pajak tersebut sesuai
dengan Btandar Akuntansi Pemerintahan yang berluku,
3] Mekansme penghapusan plutang pajnk sehagaimans dimaksud dalum
Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 berpedoman padis ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Bagian Kedelapan
Pemenksaan
Paszal 58

i1} Bupati atsu Pepabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksian
untuk mengujl kepatuban pemeruhan kewajiban Perpajakan Daerah dan
tjuan  lain  dalam rangls melaksanakan  ketentusn  peratieran
perundang-undingan,

(2} Untuk keperluan pemeriksssn, petugns pemertiss haros dilenghoap
dengan Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Tuges ateu Sumt Perinh
Pemeriksaan serta harus menunjukan/ memperlihatkon  kepada Wajib
Pajak yang diperilss.

3] Wajib Pejak yang diperikza wajib |
. Memberkan kesempatun  kepads  petugss  pemerfiaa untuk

memasuki tempst atee roengen  yong  disnggap perlu  dan
memberikan  bantuan guna  kelancaran  pemeriksamn  dan
pPenEAWRELD; dan
b, Memberikan keterangnn vang diperlukan.
{4 Bupati atau Pejabal yang ditunjuk dalom melakukan pemeriksaan dan

a.
b. Dines Penanuman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu;
c. Satusn Polisd Pamong Prajo;
d. Camat setempat;

e Perangkat Dacrah lainnya yang terkut.

BAB VIl
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Keaatu
Keheratan
Pasal 349
(1] Wafib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati ateu Pejebat

yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKET, SKPDLB, BKPDN,
STPD, dan pemotongan ataw pemungutan oleh pihak ketige.

(2} Keberatan yang disjukan sdalah terhadap miteri atnu is dari ketetapan
dengnn membuat perhitungin juminh yang seharusnya dibayar menurnt

perhitungan Wajib Pajak.
eute
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{31 Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketctapun pajak
dan untuk satu tahun pajak alsu masa pajak dengan melsmpirkan
salinanmya,

{41 Dilam hal Wajib Pajuk mengujukan keberalan uniuk beberaps surat
ketetmpan pajak dengan objek pejak vang sama diselesallan secarn
bersamaan oleh Kepala Baperdi, untulk bahan pertimbangan Bupati.

(51 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
pecarn jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktken ketidakbenaran
ketelupan pejak Ersebul

{6 Pengajuan keberatan  sebegaimana dimakwud pada ayel (1) borus
disjulcan secara tertulls dalam bahasa Indonesia dengan disertal dengan
abisen-alasan yang |elas berups duin steg bukil bubwa jumlah pajok
yang terutang atnu pajak lebih bavar vang ditetuplain tidak benar dalom

woktu pabing lama 3 (tiga) bulan sefak sural ketelapan pajak
duerah diterimo oleh Wajib Pajak.

|71 Dalam hal Wajib Pajak dupet menunjuldan bahwn jongkns waktu i
tiduk dapat dipenuhi karena kesdasan di lusr kelomsaannys, pengajuan
keberatan schagaimana dimalosud pads avat {2) dapat diajukan dalam
jangha waktu Jebih dar 3 (tiga) bulan.

1% Pengajuan keberntan tdok menunds kewajiban pembayaren pajuk dan
pelaksanaan pensgihan pajak sesusl dengmn ketentusn peraturan
perundang-undangan. _

[9) Keberatan dapat disjukan apabila Wojib Pajuk tclah membayar paling
sedikit sejuminh yang telah disetupn Wajits Pajuk.

(10 Jumlah pajak yang belum dibayar pada sast pengajuan permohonan
keberatan tdak termasuk schagni utang pagnlc

(11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, janghka wakiu pelunasan
atas jumlah pajak yang belum dibayer pads saat pengajuan keberatan
tertnngguh sampal dengan | {satu) bulan sejak tanggal penerbitnn Surat
Keputusan Keberatan, :

(12} Pengajusn keberatsn yang tidak memenuhi persyaratan sebageimana
dimaksud pada ayat |1), syat [2), ayat (3), syst (4], ayat (5| dan ayaz {6)
tidak disnggnp sebagsi surat keberatan schinggn tidak dipertimbanghkan.

(13) Tunda penerimaan wurat keberatun yang diberikan cleh Bupati atau
Prjabat yang berwennng ntau tanda pengiriman surat kebesatan melak
jasa pengiriman pos Wlau jass penginman lainnya tercatat sebagal tanda
biskti penerimaan sural keberatan. _ ) _

{14] Surat permohonan keberatan ditandatangan: oleh Wejlb Pajak, dan
dalam hal permohanan keberatan dikuasakan kepada pihak laim harus
dengan melampirkan surat kuass.

(15} Pengajunn keberatan dilaksansloan sesuni dengan ketentuan peraiuran

peruandung-undangan.
Pasal &0

(1) Bupati stau Pejabat yeng :I.imn}uklhmﬂ- memberi  keputusan atas
keberatan yung diajukan oleh Wajib P!jllk. _

{2) Dalam memberikan keputusan sebagaimans dimaksud pada syst (1)
Bupati atay Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.

(3 Keputusan Bupati atau Pejabai yang ditunjuk sebagnimani dimznlesud
pads ayat (2) harus dilakukan dalam janghka waktu paling Inme 12 {dun
belns) bulan sejak tanggel surat keberatan diterima yang dituangkan
dalam Keputusan keberutan atuu Keputusan penolakan keberatan.

[
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3] Eruuﬂmn Bupali alau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapa

FI. ..
i “ﬂ!ﬂ"l‘l:ll seliruhnya, dalam hal pajak wing terutang berdasarkan
I:;I pemeriksann saama dengan papik vang lenstang menurit Wajib
k.,
B, Menerima sebagian, dalum hal pajak yang terutang berdesarkan hasil
pemefiksaan sehegian sima dengan pajak vang lerutang menurud
Wajib Pagak;

e Menolak, dalam hal pajak yang terutang berdassrian s
pemeriksnan  wama dengan  pajak  veng  terutang  dalam
keputusan / ketetapan di sumt keberatan yang dinjukan oleh Wajib
Pajal; atau

d. Menambah besarnya Fajak yang terutang. dalam hal pajak yang
terutang berdusarkan hasil pernerikssan lebih besar dari pajak yang
terutung delam keputusanketetapan di sural keberatan yang
dimjuban oleh Waiib Prjak.

(5) Apabila janglks woktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah Gewat,
den Bupati smu Pejabat yoog berwenang  Gdak memben  suatu
keputasan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

{8 Keputusan keberstan tdak meoghilungkan hak Wajib Pajak ucntuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayvaran

Panal 61

(1] Dalam hal surat permohonon keberatun memerfukan  pemerikssan
Inpangan, makn Bupati atwu Pejabat yang berwenang dapat meminta
kepadn pemeriksa untuk dilukukan pemerilsaan lpangan dan hasilnya
ditunngkan dalam laporan pemeriksaan Pajak Reklame.

(2] Terhadap surat keberstan yang tidak memerlukan  pemeriksasn
lnpangan, Bupati sty Prishat yang berwenong dapat berkoordinasi
dengan Perangkat Duerah ferkait untuk mendapatkan masulan dan
pertimbangun atas keberatan Wajib Pajak, don hasil nya ditunngkan
dalarn laparan hasil keordinasi pembahasan keberatan k.

[3] Bupati atzu Pejabal yang berweneng dapal membentiik  Tim
pertimbangan keberatan pajak untuk memberikan pertimbengun dalam
rangkn pembahusan keberutin pajak,

(4) Tim pertimbangan keberstun pejak schagnimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupali

Pusal 62

|1} Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Dacrah sta Laparan Hapl
koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Duernh schagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayst (1), Kepals Bapenda menugaskan Pejsbat yang
ditunjuk untui membuat telaahan pertimbangan keberatan pajnk.

(2] Berdssarican telashan perfimbangan keberatan pajak  schagaimano
dimaksud peda myat (1), Kepals Bapenda melaporkan kepads Bupan
paling lambat 3 jtige) bulan scjak tanggal wurat keberntan diterima
sebagaimana dimalesud dalam Pnzal 61 ayat [2). .

(3} Berdasarkan laporan scheguimana dimaksud padn avat {2), Bupah
mencrbitkan Kepuiusan menerimi ateu merolak keberutan.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagpimans dimaksud pada ayar (3),
Kepals Bapenda menerbitkan petimmn Kepulusan Keberatan pajak.

frt
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Bagian Kedun
Banding
Puaal 63

Wajib Pajak dmpat mengajukan permohonan  bending atas  surat
keputusan keberatan yong ditetaploan oleh Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinen surat
keputusan keberatan tersebut.

Wajib Pajak dapai mengajukan permohonan banding sebuagalmsna
dimaksud pada syst (1) hanyn kepads Pengadilan Pajak terhadap
keputusan keberstan yang ditetapkan oleh Bupat atwu Pejabat yang
berwenang,

Permohonan banding schagaimana dimaksud pads ayat [3) diajukan
secira tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alagan yang jelas, dalam
jangks  wmkiu 3 [Uge) bulan seak  sepulusan  diterima  dengan
dilamperkan Salinan surit keputisan keberatan wersebul,

Pengajuan permohonen banding schagaimana dimaksud pada syat (1)
menanggubkan kewnjiban membayar pajak sampai dengan | (satu) bulan
sejnk tanggal penerbiten putusan banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesusi dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan,

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan
pelaksanaan penagihan pujak scsual dengun Ketentuan  peraturan
perundung-undangan.

Paanl 54

Terhadap satu Keputusan keberntnn Wajib Pajok dapat mengujukan sat

surnt banding.

Terhadap banding dapat disjuken surnt pernyataan pencabutan kepada

Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibapus dan

daftar senghetn dengan :

u. Penetupan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pemnyataan
pencabutan disjukan sebelum sidang dilaksanakon; dan

b. Putusan Majelis Hokim/Hakim Tunggal melalul pemeriksaan dalam
hal surai pernyataan pencabutan disjukan dalam sideng ot
persctujuin ferbanding.

Banding yang telsh dicabut melalu penetapan atau  putusan

sebagnimana dimaksud pade ayat (3) tdak dapat disjukan kembal

Pasal 65

Jika pengojuan keberatan atan  permohonan  banding  dikabulkan
sebagian ataw sefuruhnya, kelebihan pembaysran pajak dikembalian
dengan ditambah imhalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam | {satu)
bulan untuk paling lama 24 [dua puluh empat] bulan,

Imbalan bungs sehageimans dimaksud pads syat (1) dihitung scjek
bulan pelunasan sampad dengan diterbitkannya SKPOLE. _
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak stau dikabulkan sebagian,
Waijib Pajok dikena: sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen| dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keheratan
dikurangi dengan pajak yeng telah dibayar schelum mengujukan
keberatan.

[en®
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41 Dalam i:mll Wajib Pojuk mengajuknn permohonan banding, sanksi
administratil berupa dends  schesar 5%  (lima pulub  persen)
sehaguimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan,

(5} Dalam hal permehonan banding ditolak atau dikmbulksn sebaglan, Wijib
Pajak dikenai sankst admmistratil berups denda scbesar 100% (serstus
persen) darl jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurang
ﬁngu.n pembayaran pajak yang telsh dibayar schelum mengajukan

Pasal 66

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuin permohonan banding

belum merupaknn pajak yang terutang sampal dengan Putusan Banding
diterbithun,

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENCGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN BANKES| ADMINISTRATIF
Pasal &7

(1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan  pemberulan, pengurangun
ketetupan den penghapusan alay pengumngan sanksi sdministratl dan
pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.

(2} Kepala Bapenda melakeanakan pembetulan, pembatalan, pengurangin
ketetapan dan penghapusan atan pengurangan sanksi adminiatratif

{3} Pelokssnaknn pembetulan, pembatalan, pengurongan ketetapan dan
penghapusan  atau  pengurangan  sankel adminmtratl  berdasarlon
permotionan Wajib Pajak atan Penangpong Pajak,

{4) Kepala Bapenda menugasksn Pejehat yang ditunjuk untuk melakulkan
penelition administrasi atas permohonan scbagaimuna dimaksud pada
uyat {3} sebagal bahan perdmbangen Kepala Bapenda.
pada &yt (3}, Kepala Bapenda menerbitkon Keputusan menerima sto
menolak,

Bagian Kesatia
Pembetulan Ketetapan
Pasal 68

(1) Kepala Bapends melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPOLB
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalaban hitung dan/atms kekeliruan penerapen ketentuan terteniu
dalam Persluran Daerah tentang Pajnk Deernh,

{21 Pelaksanaan pembetulan SKPD, BKPDLE stau STFD atas permohonan
Wajib Pajak atau Pennnggung Pajak schagmmana dimaksud pada ayat (1)
dilleukan dengan tnhapan sebagai beriloit |
a, Permohonan diajubkan kepada Kepala Bapenda dalam junghkn wiktu &

jempat] bulan setelsh SKPD, BKPDLB atau STPD scbagaimona
dimaksud pada myat (1) diterima, kecuali apabils Wajib Pajak ateu
Penanggung Pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakiu tersebul
ticlak dapat dipenuhi karena kesdnan di luar eekuasannnya;

b Terhadap pembetulan SKPD, SKPDLE atsu STPD, Kepala Bapendu
menunjuk Peabat yang ditunjuk untuk menerbitkan  salinan
Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD;

£ Terhadap Keputusan Pembetulsn Ketetapan SKFD, SKPDLB atau
STPD sebagnimana dimaksud pada buruf b diberi tanda dengan
teraun cap pembetulan dan dibubuhi paral Pejabar yang ditunjul;

[k
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d. Keputusan Pemberulan SKPD, SKFDLB atau STPD sebagaimans
dimaksud puda huruf ¢ harus disampaikan kepada Wajib Pajnk stau
Penanggung Pajak paling lambat 14 fempat belas) hari sejuk
ﬂmzhnﬂepmumhmhmm.ﬂmumum
tersebut;

e Besuran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetubin
SKPD, SKPDLB, STPD harus dilunasi dalam jangion waktu paling
lombat 15 (lima belus] hari sejak Keputusan tersebuor diterbitlan:

[ Dengan diterbitkannya Keputusan Fembetulan SKPD, SKPDLA atau
STPD maka SKPD, BKPDLD atsu STPD semula dibatalksn dan
disimpan sebagai araip dalam administrani perpajakan;

g Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD somule, sebelum disimpan
schagai arsip schagaimana dimaksud pada haruf §, harus diberi tands
nilang dan paraf sertn dicentumban kata “Thbatalkan®; dan

h. Dalam hal permohonan Wajlb Pajak atou Penanggung Pajak ditolak,
meka Kepals Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penoladkan
Pembetulan S8KPD, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 [tiga) bulan
aejak disjukannya permohonan.

Bagan kedun
Pembatmlon Ketetspan
Pasa) &%

(| Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapal mengajukan permohonan
pembatalan ketetnpan pajuk kepada Bupati melshii Kepala Bapenda,

(4] Pembatalan ketetapan pajak schagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan terhadap SKPD, SKPDLE atau STPD.

{3 Pembatalan ketetapan pajak scbagalmana dimaksud pada syat (2)
dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilun steu adanys temuan bar

{4 Pelaksanaan pembaialun keictspan pajak sebagrimand dimaksud pecs
ayat (3], pejabat yang ditunjuk mebaloikan hal-hal sebagal berloat ;

A Melakukasn pemeriksaan terhadap SKPD, SEPDKB, dan STPD yung
telih diterbithan; dan
b Bendesirkm hosil pemeriksion Kepala BPKPD melaporkan kepada Bupati

(5] Atas laporan Kepala Bapends, Bupati menerbithon Kepuhusan menerim
atat menolak permobonan pembatalan ketetapan pajak.

[6) Dalam hal menerima permohonan pembatalun ketetapan pajak, Bupad
memerintahkan Kepala Bapends untuk menerbitknn SKPD, SKPDKB,
dan STPD yang baru serta memberikan wneda silang pada SKPD,
SKPOKE, dan  STPD  wang  Wms  den  selanjutriya  diberi
catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalksn” serta dibubuhi
peraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

i7) Dalam hal menolak permohonan pembatakan ketetapan pajik, maka aias
SKPD, SKPDKB, dan S8TPD vang telah diterbitkan, dikukuhkan dengin
Keputusan Penclakan Pembatulan oleh Bupati.

Bagian Ketign
Pengurangan Ketetapan Pajak
Pasal 70

(1] Wajib Pujak stau Penanggung Prjak dapat mengajukan permohonan
pengurangsn atau keringanan pajak kepadn Kepali Bapenda,

(2} Permohonan pengurangan ainu Keringanan pajuk harus diajuksn secars
tertulis dengan menggunakan bahass Indonesia, paling sedikit memunt
nama dan alamst Waib Pajak atau Penanggung Pajuk, jenis pajak dan
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besar pengurangan pejak yang dimohon dan alasan yang mendosari
disjukannya permaohonan pengurangan pajak, serta melampirian |

a.  Fotokopl Kartia Tanda Penduduk atau identitas pemohon;

b. Folokopi Nomor Poliok Wajib Pajak st

c. Penanggung Pajak; dan

d. SKPD/STPD.

Pemberian penguringan dan keringinan sebagaimana dimaksud pada
ayai (1), diberikan berdusarken pertimbangan keadpon kahar sebesar
S50% (lima puluh persen).

Dalam janghs waktu paling lama 3 {tiga] bulan dari permohonan Wajih
Pajak atau Penonggung Pajuk, Kepals Bapends menyumpailon
EKeputusan menolplk alou menerima permohonan pengurangan ketelapan
pajak kepada Wajib Pajak ntay Penangrung Pajak.

Tim Penertibon Reldome Kabupaeten Katingan sebagaimono dimakeud
pada ayat [2) ditetapkan oleh Bupall,

Bugian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratil
Pazal T1

Kepals Bapenda atas permohonan Wajib Pejak atau Peranggung Pajak
dapat mengurangkan amau menghapuskan sanksi administratl berupa
bunga, dends danfatau kenadkan pajak SKPD yang terutang, dalam hal
aanksi adminmeratil tersebut dienaken karena kekhilafan Wajib Pajak
atiu Penanggung Pajal atau bukan karena kesalahanmya.

Penjgurangan atau penghapusan sanksi administratil berupa bungn, dan

dendu yang terutang scbagaimana cimaksud pads avat (1), dapat

dilasoukzan terhadap |

a. Sanks! sdministrutil berups bunga dan/atsy denda discbabian
keterlembuten pembayaran SKPD atau STPD; dan

b, Sanksl administratil berups bunga, denda dan/atau kenaklkan pajak
dalam SKPD atau STPD.

Tata cara pesgurangan atau penghepusan sanksi edministratif berupn

bunga danfatau dends disebabkan keterlambatan pembayaran pada

masa pajak sebagaimana dimaksud pads ayat [2) huruf n, diladoukan
sebagid berikout

n  Wajib Pujak stay Penanggung Pejak mengajulen permochonan secar
tertulis kepada Kepala Bapends dalam waktu paling lambat 7 (tujub|
hari setelsh fatub tempo, Kecusli apabila Wajib Pajak  atau
Penanggung Pajik dapat menunjukkan bahwa jangha waltu tersebut
tidak dapat dipenuhl karenia kendazn di luar kebuaannrnyvn,

b, Sumt permohonan sebagaimena dimaksud pada hurul =, harus
dicantumkan alaskn yang jelas denigan pernyataan keidhilafan Wajib
Prjak atau Penanggung Pajik atau bukan karena kesalohanmys, dan
melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajb Pajak
wtaa Penanpggung Pajak;

¢, Terhadap permobonan  yang  disetujuy, Kepala  Bapenda
mengurangkan atayu menghapuskan sanksi administrasi bungs ateu
denda akibat keterlimbatan pembayaran pada masa pajak, dengan
cara menuliskan catatan /keterangan pada sarana pembayiran BEPD
hahwa sanksi tersebut dikurangkan stau dihopuskon;

4. Wajib Pajuk ateu Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajik
dnlnm waktu | x 24 [duw pulub empat] jam srjnk disetujuinya
permohonan pengurangn scbagaimana dimakaud pads huraf ¢; dan

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepela Bapenda mengs kan
Peinbat yang ditunjuk uniuk ©

(ot
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I. Menuliskan catatan/keterangan pada sarans pembaysran S5PD
bahwa sanksi temebut dikenakan sebesar {dua persen| per bulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nema jelas; dan

2. Menerbitikan STPD ntas pengenaan sanksi bunga tersebul.

{4) Penguringan atau penghapusan sanks! admintstratil berupa bunga,
denda dan/atan kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD
sehapmimann dirmaksusd pachs ayat (2§ buraf b, dilakukan sehagnl berilout :
i, Wajib Pajak atau Penangpung Pajuk mengujukian permobonan secara

tertulis kepada Kepals BFEPD dalsm mngho waktu 4 (empat) bulan

sejak  surst ketetapan  pajek  diterima oleh Wajib Pajak  atau

Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajale staw Penanggune

Pujuk dapal menunjukkan bahwa jungla waktu tersebut tidak dopat

dipenuhi karens keadsan &) luar Kelkuassannys; dan

b, Permohoran scbagaimans  dimaksoud pada humf &, haris
mencantumknn alasan vang jelis serta melamplrkan :

1. Surat pernyatasan kekhilafun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
ntau bukin karenn kesalahanmys; don

2. Surat ketetnpan pajok yang menetapkon adanye kenaikon pajuk
tenatang.

(5] Berdasarkan surat permohenan sebaguimana dimaksud pads ayat (3)
huruf b, Pejabat vang ditumjuk oleh Kepabi Bapendn segern melalosloan
penelition administras: tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajok maupun lampirannya sebageimana dimakeud pada
amynt (4] hurud b

|6 Atas dassr hosil penclidan sdminlstrotif sebaguimans dimikeud pada
aynt (5], Kepala Bapenda melalul Pejabst yang ditunjuk membual
telnahan stos pengarangan atwy penghnpusan sanksd administrasi untuk
mendapat persetujusn, oo

(7} Dalam hal telaahan schagaimana dimaksud poda ayat (6 d:muﬂu._ mlE
segera memberikan pengumngan oty penghapusirn lnnhll
berupa bungs ateu denda dan/ates keninikan pajak terutang yang
tercentum dalsm SKPD atau STPD yang telah diterbitinn, dengan card
menerbitkan  Keputusan  Pengurangan  dan Penghnpusan  Sanks:
Adminstrutil sebagal pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula,
serta ditundatangani olch Kepala Bapenda. =N

() Dalam hal telashan sehagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui,
maka sepern  menerhitkan  Keputusan anlltn:n Pengurungan dan
penghapussn sanksi administratil yang ditnndatonguni cleh Kepala

W) Wajib Pajak atau Penanggung Paja melakukan pembayaran pajak paling
lagnbat 7 frujub] har kalender setelah menerima Keputusan penguriigan
dan penghapuan sanksi adminisiratl sebagaimana dimaksd pada yat (7).

BAR 1X
PENGEMBALIAN KELEBTHAN PEMBAYARAN
Pasal 72

Wajih t mengidjukan  permohopen  pengembabian  aias
s utmhmhm Pajak Duerah kepada Kepala Bapenda,

[# Pengembalan kelebihan pembayaran sehagsimana dimakeud pada ayat
{1}, disebablian adanya kebebihan pembayaran yang telah disctorkun ke

Kan Dacrah hﬂ-ﬂ.n.whnm o 'Eh i

n a :
;.. ?:L:hmﬁ kahmﬂj: utau Keputusan pembetulan, pembatalan dan
pengurangan ketetapan, dan pengurangan alau penghapusan sanksi

[t
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€, Putusan banding kembali; atau

d. Putusan peninjauan lmh,m.k.m pemberian pengurangan, keringanan,
dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peratiran perundang-

undangur,

(3] Permohonan Wajib Pujuk sebagaimana dimuksud pada avat (1), diajukan
secarn tertulis paling lambal 6 (enem) bulsn sejak timbolnys kelebihan
pembayaran pagk

(4) Dalem surat permohonan Wajib Pajale, wajib dilampirkan dokumen :

i Nama dan alamat Wajlb Palak;

b. NPWPLD;

£, Masa pajak;

d. Besarnyn kelebihan pembayaran pajak; dan
e. Alasan yang jelan,

|31 Permchonan pengembalian kelebthan pembayaran pajak disampaikan
secara langeung.

(6] Bukti penerimaan oleh HKepala Bapends merupakan bukti  samt
permahonan diterima,

{7} Atas permohonan sebagaimona dimaksosd poda avst 1) Kepala Bopenda
menumjuk Pejabat ving ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau
pemeriksaan  terhadap kebenaran  kelebihan pembaymran  pajak  dan
pemenuhan kewajiban pembayarn Pajak Dasmb Winsyva olek Wagih Pajak.

{8 Hasil penelition admmistrasi schagammana dimaksud pada avet (7)
sehagal baban pertimbangan Kepals Bapenda untuk  memsrbitkan
Keputusan menerima stau menolak permobonan sehagaimana dimaksod
pada ayut (1] dan sshanjutnya dilaporksn kepads Bupati,

% Kepals Rapendn dalam janghks wakiu paling lnmbat 12 [dun belas) bulan
sejak diterimanys permohonsn pengembelisn kelebihan pembayaran pajsk

i dimeksud pada ayat (1) harie memberkan keputusan,

(10] Apabils Wajib Pajak mempunyal utang pajak binnya, kelebihan
pembayaran pajek sebagaimana dimaksud pedae ayat (2] Tangsung
d f untide melanast terbebih dahuly uting paink dimskosd.

{11) Pengembulian kelebihan pembaynran pajak dilakuksn dalam waktu
paling lambat 2 |dua) bulan sepak diterhitkannys SKPDLA,

(12] Apabila pengembalian kelehihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewnt wakiu 2 {dua) bulan s=juk diterbitkannyas SKPDLB, Kepala Bapenda
memberikan imbalin bungs sebesar (dua perseratus) setiap bulian atas
keterlambatun kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 73

(1] Anggaran untuk pembayamn pengembalian kelebibin pembuysran pajak
dinlokasikan dalam Anggaran Pendupatan dan Belanja Dacrah.

(2} Apabila kejebinan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnys  sebagaimans  dimaksud  dalam  Pasal 72 oayal  (10]
pembayarannya  denyan  care pemindahbukuian  dan buky
pemindahbukcuan jugn berlaku schagal bulkt.

(3 Kepals Bapendn mengajukan surat permohonan membayar kelebthan
pembayaran pajek kepada PPKD yang dilenghapi dengin Keputusan hasil

pemcTikaELn
(4] PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

[
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BAB X
PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu
Tata Cam Penyitann
Pasal 74

i) Jl'qzmh-:ln jumiah pajak yang masih harus dibavir tidak dilunast dalam
jongln wakty 2 = 24 jdus kali dua pulub empat| jam sefak tanggal
ditérima surni paksa, maka Kepaln Bapends menerbitkin surot perintah
melaksanakan penyitaan terhadap barmng bergerak dan/atau barang
tidak bergornk milik Wajib Pajak atsu Penanggung Pajuk.

(2] Penyitasn dilaksanslen oleh Jurusite Pejak dengan disaksikan paling
sedikil 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dilenal okeh
Jurusita Pajak, dan dapat dipercayn

(3] Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusite Pajak membuat berita acara
pelaksanaan sita yang ditandatangani cleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak

" ?hm&:ﬂwngmmmi sakl,

] fam bl Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, taan ieta
dapat dilaksanakan dengen syarat mn?r:hi umﬂmmﬁ
pada myat (Z), adakuh Pejubat Pemerintuh Daerah yung

[3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadini oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak schagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acars
Pelaksanaan Sita ditundatangani aleh Jurusita Pajak dan salosi- sabesl

(6] Berita Acars Peleksinsan Sita tetap mempunyal keluatan mengikmt
meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani
Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada syat (3).

{7 Salinan Berita Acara Peluksanaan Site dapat ditempellan pada barang
berperak dun/atau barang tidak bergerak yang disite, atau ditermpat
biarang bergernk din/datiy bends tdak bergerak yang disite berada,
dan fatuu di tempat-tempat wmam,

8] Atas barang yang disith dapat ditempel atau diberi segel sita, yang
miemiiat paling kurang :

i, Hatn “di=ia”;

b, Nomor dan tonggal Berils Acars pelaksansan sirm; dan

e larangan uniuk memindahingenkesn, memindablon hak, meminjarmlcn
hiak ata meruhah barang vang distta.

Pasal 75

{1] Pengajuen keberatan oleh Wajlh Pajak atau Penanggung Pajak tdak
mengalabatkan penundaan pelaksanann penyitaan.

[2) Penyitsan dopal dilaksanakan terbadap barang milic Wejib Pajak atau
Penanggung Pujak yang berada di tempat tinggal, tempat usaba, tempat
kedudukan, atou di tempat lain termasuk yang pengunsaannya bersda di
tungan pihak lain ateu yeng dijominksn sebigal pelunasan uting
tertentu yang dapat berupa : _

#. Bamng bergerk termasuk mobil, perhissan, uang tunel, dan
deposito  berjangka, tabungan, saldo rekening horan, giro, atau
bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahuan
Indn; din / nten

b. Barang tiduk bergerak termasuk tanah dan bangunan.

{3 Penyitaan techadap barang Wajlb Pojak atau Penanggung Pajak badan
dapat dilaksanakan terhadap barnng milik perusahaan, pengurus kepais
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik

[t
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ﬂmm:f;.:mm di tempat tinggal yang bersanghkulan maupun o

{4 Penyitaan '-nhnmlmnm dimoksud pads oyal (2} den aymt (3
dilaksannkan simpal dengan nilai barang yang disitu diperkirakan culkup
untik melunasi utang pajak don himyn penagihan pajak.

Pasal T6

(1} Pemyitsan tdak dapst dilakssnaken atee dapst  dicsbut dengan
menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat
dan menynmpaikan kepada Wajib Pajak atsu Penunggung Pujak oleh
Jurusita Pajak Deemh apabila -

o Wapb Pajak stau Penanggung Pajak telah melungsi itang pajak dan
bimya penngihan pajak;

b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan

. Ditetaplean Inin okeh Kepala Bapenda,

(4] Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka
Bapenda dapat bekerjn sama dengan Instanad lain ynng memiliki
kompetensi penyitaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

Pamal 77

(1) Dalam hal utang pajak dan/mwy bisyn penagihan pejak tdak dilunasi
setelah dilaksanclan penyitaan, maks Kepala Bapends berwenang
melakaanakan penjuslon secura lelang terhadap barmng yang disita
melaful Kantor Lelang Negara.

(2] Penjualan secara lelang terhadup barang yong disity dilikeanakoan pading
lambat 14 fempat belas) harl setelah penyitaan,

{3 Bamng yang divita berupn uang tunai, deposito berjanghks, mbungan,
saldo rekening koran, gro, atay benfuk lainnya yang dipersamaksan
dengan iou, obligasi, saham, atau sumt berhurga lninnys, piutang, dan
penyertaan modal poda perusabaan lain, dikecualikan dar penjualan
secara beinng sebagnimana dimakaed pada ayat (1),

Kedisa
Tata Cara Lelang
Pasal 78

(I} Kepala Bapends mengajulan permohonan pelaksanaan lelang kepada
Kantor Lelurig Megnrs,

(2) Tata cars pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAR X1
PENGAWASAN DAN PENERTIHAN

Bagian Kesatu
Pengawrsan Administratil dan Lapangan
Pasal T9

Pengawasan admindstratif dilakukan terhadap:
g  Swmtus penyelenggaraan Reklame; .
b, Kelas perusahasn jusa perikianan dan lnghup pekenaan jasa perikdanan, dan
e w,mmmmmwmmmm
sesunl dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
/mt
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Pasal 80

(1} Kegistan pengawesan dilaksanskun oleh Bapendn di i
Penertiban Reidame Kabupaten Katingan. pant alch T

(4] Betisp petugas pengawasan melakukan pengawnsan i lapangan
terhadap Reklame yang akan dipasang (baru) staupun yung telah
terpaaang (lami).

(3 Pengwwasan Reklame sebagaimana dimaksud pads ayet (1) dilakukan
wntuk menilal hal-hal sebagani berilaat -

0. Pemilikan dan mess berlaku isn;

b, Aspek dimensl atau ukuran bdang Reklame dan permyaratan
ketingginn Rellume;

¢, Aspek lokasi penempatan Reldame;

d. Aspek pesan Reklame yang disajiken pada bidang Reklame yang
terpasang;

e, Aspek straktur konstruksi sarana Reldeme,

. Penempelin ntau tanda Reklieme yang terpasing; dan

g Pencanluman nama perusahean jesa periklanan/bire Reklame pada
sisi knnan bawah bidang Reklame,

(%) Apabiln dainm melnkulon pengawasan sehagnimans dimaksud pada aval
(4] diketemukin pelangmrman, pelugas yang ditunjuk atan  petugss
operasional wajib melnkukan pengusutan atas pelanggeran tersebut.

(5) Apabils delam melakuksn pengusutan sebagaimana dimaksud pada syail
(3 dikctemukan data boru, maka data terscbul dipakm sebagal dasar
untuk melnkuion mgihan ssulan,

Baginn Kedun
Penertiban
Pasal 81

(1) Penertiban Reklame yang terpasang dilalouioan terhadap |

Reklame terpassng tanpa bin;

Rebdume {erpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunys;

Reldume lerpasang tanps tanda Reklame,;

Reldame terpasang yang terdapat perubichan, sehingge tidak sesusi

Ingi dengan in yang dibetan, antara bin |

Titik boknsi Reklame;

Konstruksi Reldame;

Ketinggian Rekiame;

Bentuk Reldame;

Judial/ teks Beklume, dan

. Lums Reklame.

(2 Pelaksanaan penertiban terhadap Reklnme ferpasing  websgalmina
dimaksud pads ayat (1] dilakubun oleh Tim Penertiban Reklnme
Eabupaten Ketingan, .

[3) Tim Penertiban Rekiame Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} ditztapkan dengan Keputusan Bupsn,

Pasial 82

{11 Penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksued dalim
Pasal A1 syst (1) dilaksanaksn dalam bentuk penvegelin dan atau

pembongloaran

RO EE

el Tl L
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{2} Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan den/atan
ul-rlu_&ap Raﬂtmm pngrimuuﬂ Rekleme terlebih dahulu
diberilaan Surat LIAR Burat i dalam junghs
waktu 3 « 24 fam, e

(4] Surat Perngatan scbagaimann dimaksud pads ayat (2) disia phon oleh
Bapenda,

{4 Penyegelan terhadap Reldame torpasang dilakikun apabila -

w. Penyclenggam  Reklame  bdak  melaksanaken  kewnjiban  untuk
MENGULS in athu memperpanjang, tegumn sebagaimans dimuksud
poda ayat (2) disiapkan olch Bapenda atas ixin yang telah berakhic
mass berlakunyn dalam jangka waktunys ditetapkan dalam swrat

teguran;

b. Penyelenggara Heldume tidak  melaksanakan  kewajiban  untuk
memasang peneng atau tands Reklame pada Reklame terpasang
dalatn jangka wakiu yang ditetaplkan dalam surat teguran;

¢ Pemyelenggars  Reklome Hedak  melabsanalan  kewajlban  untuk
menyesiinikan perubshan Heldame terpasang dengan tn yang diberikan
dinlicn janigha wakiu yang ditetaphan dabum surat tegumn; dan

d. Penyegelan dilakikan PBapendn aias nama Bupati serta berkoordinasi
dengan Peranghil Daerah Terkait

Pasa: 83

Reklame terpasang  yang telah disegel, Penyelenggara Rekdame yang

hersanghutan masih diberikan kesempatan untuk :

. Mengurus igin sy memperpanjang ldn yang telah berakhir masa
berlakunya,

2. Menyesuailin perubahan Reklame terpgsang dengan imin yang telah
diberikan;

3 Melunusi seluruh Pajak dasrah beseria denda sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4.  Memasang tanda lunas pajak pada Reklame terpasang,

Pasnal 84

{1} Apabiin Penyelenggarn Reklome terpasang tetop ikdonk meloksanplkom
ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 62 maka Reklzme yang
terpasanyg alan ditertiblan atau dibonglmr oleh Tim Penertihan Reldame,

{3 Pembongkaran Reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah
Pembangknran yang disaplan oleh Kepala DPMPTSP atas noma Bupati,
dan dilaksanakan sccara koordinasi antara Peranghat Daerah Terkail.

(3] Hekdume beserts kerangka Reldame terpasang yong dibonghar harus
dinmbil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangla waktu 1 [satu) bulan
terhitung sejak tanggal pembongkaran.

[4) Apahbiln penyelenggara Reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan
schagnimana dimaksud pada ayat (3], maka Reldame beserta keringkn
Reklame dimaloud menjodi milik Daerah.

BAE X11
KETENTLUAN PERALIHAN
Pasul B85

Dalarn hal terjadi  perubahan  nomenklatur organisasi scbagal akibat
perubahan  peraturan  perundeng-undangan  yang bebih  tingg, mala
kewenangan pelaksansan dari Peraturan Bupati ini tetap melelst pada
Perangkat Daerah terkait sesunl dengan tugas pokok dan fungsinya.

/ A
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BAB XIV
KETENTUAN PENLTUP
Pasal 86

Pudn stal Peraturan Bupati ini mulsl berlaios, maka selurub Pernturan Bupatl
Katingan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebelumnya dicabut dan
dinyatakan tidak berisku.

Pasal 87
Peraturan Bupati ini mulsi berlaku scjuk tanggal § Maret 2024,

potiap o mengetahuinys, memermiiahkin pengundingun Peraturan
m iml ﬁmr;ﬁmmpmmnm Bentn Daembh Knbupaten Katingan.

Ditetaplan di Ensongan,
pads tanggel ¢ [(ualy 70M

Diundangkan di Knsongan
pada tanggal & DGO Dl

ARIS DAERAH
PATEN KATINGAN,

-

G
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR Rl
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PETURJUK PELAKSANAAN
PENYELENGOARAAN DAN
PEMUNOUTAN PAJAK  REKLAME
FABUPATEN KATINOAN

SURAT FEENYATAAN
KESANGGUPAN MENANCGOUNG KERUGIAN AKIBAT
PENYELENGGARAAN PEMASANCGAN REKLAME

Suys yang bertanda tngan di bawah ind ;

Sehubungan dengan permohanan yang saya ajukan kepada Pemerintah
Kabupaten Katingan melabul Surnt Nomor : Lepas, Perihal © Permohonen
unfuk dibustkan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, makn dengan ini
syn menyntakan bersedin untuk  menanggung segala  kerugion  yang
ditimbulkan secbagsl akibat penyelenggornan  pemasangen  Relkdame
webapaimans tercanium chlam surut permahonin dimakoud.

Demikian Surat Pernyutaan ini sava bust untuk dipergunakan sebagai
salah satu syarat dalam pembuatan Rekomendasi Penyelenggaran Reklame,

¥ang Membiist Peroyataan,

LR
e
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LAMPIRAN 11
PERATURAN  BUPATI  KATINGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKBANAAN
PENYELENGGARAAN DAN
PEMUNGUTAN PAIAK REKLAME
KAFUPATEN KATINGAN

PERNYATAAN KESANOGUPAN MEMBONOKAR REKLAME
YANG TELAH MELAMPAUT MASA PENYELENGGARAAN

Haya vang bertands tongun & bawsh i |

Jabatan e S

Schubungan dengan permohonan yang saya  ajukan  kepada
Femerintah Kabupaten Katingan melalul Surat Nomor ¢ Lepas Tanggml
sty POONAL | Pormobonan  untuk | dibuatiken
Rekomendasi ggarnan  Reklame, maks dengan  ink  saya
metyatabon bersedin untuk membonglr sendin jikn peoyelenggaraan
reklnme sehagaimans saya ajuksn dalam surst permohonan dimaksud
telah habis masa penyelenggarsannys.

Demildan Surst Pernymtosn ini sayn bunt untuk dipergunakan
scbagal salnh satu syarat dalam pembuntan Rekomendasi Penyelenggaraan
Reltlame.
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Lampiran
Perilal

- 44 .

LAMPIRAN Il

PERATURAN BUPATI KATINGAN
WOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGOARAAN
DAN  PEMUNGUTAN  PAJAK  REELAME

KABUPATIEN KATINGAN
KOP SURAT
KBOnEOIL, ..o rereerrrrmrsrer s
Kepia :
e Yih. Bupati Kntingan
+ 1 [satu] berkas g, Kepala DPUPR
¢ Permohonan untuk diberikon Kabupaten Katingan
Db Sitvisl Tittk Rekdame di =
Kusonigan
Suyn yang berinndn tnngas ditawah ini
Narma . T Ere T T — e RS S
Alsiimit ot ) ab
Jabuinn
Nemmar KTR/SIM -
HFWFD it A

Dalary bal bl bertndak sebagm pribaci ' waknl® dar —

Dengan ind mg-jnhnpumhmtnmmkmmhuh ﬂumhur

Situasi Titlk Reklame sehubungan denpan rencana komi ontuk

memanang reklame ulkuran sedan g hesar®,

Berapma permohonan ind ke lempickan g 1 fsstu) berkas lampiran

sebagaimans diperayuratkan dalue Pssal 4 gyal (4] Peraturan Bupati
- Tuhin 2024 tentang Petunjuk Pelaksanasn Peryelenggarnan dan

Hmunnmﬁﬂtitddmel:lhup-unmm yang terdin dari

1. fotokopi KTF /identitas pemohon dengan menunjuldan salinys.

2 mural kusse bermaterndl durl pemotion apabila  pengajuanmyn

A lhiﬂﬂ'ﬂkldﬂ.imtmrﬂm

4. desain dan typology reklame.

5. fote terbary rencana lokas penempatnn reldame ukisran 4 B
6. ambar konsirlksl reldame.

Demiloan permoboran i ko ajukon, atss perhaban Bapak i
ucapkan terimakasih.

Prmahon

“coret vong tdod periy




